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RINGKASAN
Tanggung Jawab PT.INDOSAT Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemakaian Tenaga Listrik; Jihan Amal Sholeha, 150710101434; 2020; 58 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
Definisi Tanggung Jawab yaitu tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan tanggung jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.
PT.PLN (Persero) sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyediakan subsidi tenaga listrik untuk masyarakat. Dalam praktiknya sebagai BUMN, PT.PLN (persero) juga mengalami suatu kasus yang merugikan pihaknya, salah satu contoh di tahun 2017 yang lalu PT.PLN (persero) dilaporkan oleh PT.INDOSAT ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dikarenakan memutus Kwh meter secara sepihak padahal sebelum pemutusan Kwh meter tersebut PT.PLN (persero) sudah memberikan surat peringatan untuk PT.INDOSAT namun diabaikan. Pemasangan Kwh meter yang dilakukan oleh PT.INDOSAT melanggar ketentuan PT.PLN (persero) yang dapat menimbulkan bahaya ketenagalistrikan.Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik secara melawan hukum oleh PT. Indosat  2) Bentuk tanggung jawab PT.Indosat atas kerugian yang dialami konsumen terhadap pemakaian tenaga listrik konsumen 3) Ratio decidendi Putusan Nomor : 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).Dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Analisa bahan hukum yang digunakan secara deduktif yaituanalisa yang dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju hal yang bersifat khusus.
Tujuan Penelitian didalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk suatu bentuk penerapan ilmi pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, untuk memberi kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yaitu untuk memahami dan menganalisa kesesuaian putusan pengadilan nomor .72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr dengan undang-undang yang berlaku.Metode penelitian didalam skrtipsi iniyaitu yang pertama tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adlah yuridis normative (Legal Research) yaitu permaslahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.Kedua pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum terdiri dari dua, yang pertama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama tentang  tanggung jawab, pengertian tanggung jawab dan bentuk-bentuk tanggung jawab. Kedua, mengenai perlindungan hukum konsumen, perlindungan terhadap konsumen, dan hak dan kewajiban konsumen.Ketiga, perlindungan hukum produsen, perlindungan hukum untuk produsen, hak dan kewajiban produsen.Keempat, tentang tinjauan umum tentang ketenagalistrikan, pengertian ketenagalistrikan, badan penyedia tenaga listrik negara, dan asas dan tujuan ketenagalistrikan.
Kesimpulan yang diperoleh yaitu, pertama Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik secara melawan hukum oleh PT. Indosat,  Dalam putusan MA tersebut akhirnya diputuskan bahwa yang berhak mendapat gant rugi ialah PT PLN dikarenakan PT Indosat telah melalukan prtbuatan melawan hukum secara langung pada KWH Meter milik PT PLN dan dapat mengakibatkan bahaya pada daerah sekitar atau masyrakat sekitar.Kedua, Bentuk Tanggung Jawab PT. Indosat atas kerugian yang dialami konsumen terhadap pemakaian tenaga listrik konsumen. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr menyatakan PT Indosat harus membayarkan semua kerugian yang dialami oleh PT PLN selaku produsen Tenaga Listrik dengan denda sebesar Rp. 97.121.429 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan perhitungan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Untuk tanggung jawab terhadap masyarakat tentang PJU maka PLN memberikan saran untuk mengikuti aturan Pemasangan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketiga, Ratio Decidendi (Dasar Pertimbangan Hakim) dalam Putusan Nomor 72/Pdt Sus-BPSK/2017/PN Pbr, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agungmenyatakan menolak seluruh Putusan BPSK dikarenakan  Majelis telah memihak salah satu pihak (berat sebelah), Pertimbangan Majelis yang dibuat-buat dan dipaksakan,  Amar Putusan BPSK yang tidak sesuai fakta dan bukti dokumen, Bahwa Majelis tidak melaksanakan sebagaimana fungsinya, dan atau Majelis telah melampaui batas kewenangannya. Mahkamah Agung dengan ini menyatakan BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, menyatakan gugatan PT PLN Tidak dapat diterima.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
[bookmark: _Toc11693912]Tanggungi jawabi merupakanni bagiani yangi tidaki bisai dipisahkani darii kehidupani manusia.i Setiapi manusiai akani memikuli suatui tanggungi jawabnyai sendiri-sendirii dani hali tersebuti harusi dilaksanakan.i Apabilai seseorangi tidaki bertanggungi jawabi atasi apai yangi telahi menjadii kewajibannyai tersebut,imakai seseorangi tersebuti dapati dikenakani suatui sanksii ataui tidaki akani mendapatkani haknya.
Tanggungi jawabi sendirii dapati dilihati darii duai sisi,iyangi pertamai adalahi tanggungi jawabi darii sisii yangi berbuati dani yangi keduai adalahi tanggungi jawabi darii sisii kepentingani pihaki lain.i Tanggungi jawabi merupakani cirii manusiai yangi beradabi (berbudaya)i hali inii sesuaii dengani pengamalani Pancasilai yaitui silai keduai dimanai kitai sebagaii wargai negarai yangi baiki harusi memilikii jiwai kemanusiaani yangi adili dani beradab.i 
Manusiai merasai bertanggungi jawabi karenai iai menyadarii akibati baiki ataui buruki darii suatui perbuatani yaitui menyadarii pulai bahwai pihaki laini memerlukani pengabdiani ataui pengorbanannya.i Untuki memperolehi ataui meningkatkani kesadarani bertanggungi jawabi perlui ditempuhi usahai melaluii pendidikan,ipenyuluhan,i keteladanani dani takwai kepadai Tuhani Yangi Mahai Esa.[footnoteRef:1] [1: https://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab diakses pada tanggal 24 oktober 2019. Pukul 20.00 WIB] 

Setiapi subjeki hukumi pastii memilikii tanggungi jawabi yangi berbedai beda,i hali inii sesuaii dengai napai yangi telahi dikerjakannya.i Salahi satui subjeki hukumi dengani tanggungi jawabi yangi berbedai dengani yangi lainnyai adalahi PTi Perusahaani Listriki Negarai (persero)i yangi mempunyaii tanggungi jawabi untuki melaksanakami pemeliharaani instalasii peyalurani tenagai dii wilayahi kerjanyai sepertii pemeliharaani meteri dani proteksi,i pemeliharaani instalasii penyaluran,i pemeliharaani Scadai Tel,i supervisei operasi,i logistici dani pengelolaani lingungan,i dani keselamatani ketenagalistrikani untuki mencapaii targeti kinerja,i mengelolai bidangi Aadministrasii dani Keuangani untuki mendukungi kegiatani operasii dani pemeliharaani instalasi.i PT.PLNi (persero)i merupakani suatui perusahaani miliki negarai yangi dibentuki dengani maksudi dani tujuani untuki menyelenggarakani usahai penyediaani tenagai listriki bagii kepentingani umumi dalami jumlahi dani mutui yangi memadaii sertai memupuki keuntungani dani melaksanakani penugasani Pemerintahi dii bidangi ketenagalistrikani dalami rangkai menunjangi pembangunani dengani menerapkani prinsip-prinsipi Perseroani Terbatas.[footnoteRef:2] [2: www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan diakses pada tanggal 2 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB.] 

Tenagai listriki sendirii merupakani kebutuhani yangi sangati pentingi dalami kehidupani manusiai darii masai kei masa.i Kebutuhani manusiai terhadapi tenagai listriki semakini meningkati dani bertambahi sesuaii dengani perkembangani ilmui pengetahuani dani terknologii sertai perkembangani sumberi dayai manusia.i Disampingi itui tenagai listriki mempunyaii peranani pentingi dani strategisi dalami mewujudkani tujuani pembangunani nasional,i untuki mencukupii kebutuhani sumberi dayai listriki tersebuti makai diperlukani pengelolahannyai dengani memperhatikani prinsip-prinsipi kemanfaatan,i efisien,i berkeadilan,i berkelanjutan,i optimalisasii ekonomii dalami pemanfaatani sumberi dayai energi,i mengandalkani padai kemampuani sendiri,i kaidahi usahai yangi sehat,i keamanani dani keselamatan,i dani kelestariani fungsii lingkungan.[footnoteRef:3] [3:  Muhammad Insa Ansari, BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan,Vol. 14, Nomor 1, 2017, h.105] 

Berdasarkani ketentuani pasali 11i ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 2009i tentangi Ketenagalistrikani selanjutnyai disebuti Undang-Undangi Ketenagalistrikani berikuti penjelasannya,i makai dapati dipahamii bahwai penguasaani Negarai terhadapi penyediaani tenagai listriki diembani olehi Badani Usahai Miliki Negarai (BUMN),i BUMNi yangi dimaksudi disinii yaitui badani usahai dii bidangi penyediaani tenagai listrik.[footnoteRef:4]Dalami prakteki selamai inii jugai BUMNi yangi membidangii ketenagalistrikani mengembani kewajibani pelayanani umumi darii Negara.Padahali kewajibani pelayanani umumi darii Negarai seharusnyai diembani olehi pemerintahi selakui penyelenggarai pemerintahani namuni PT.PLNi (Persero)isebagaii BUMNi yangi ditugaskani olehi pemerintahi untuki menyediakani subsidii tenagai listriki untuki masyarakat.[footnoteRef:5]i PT.PLNi (persero)i mengalamii suatui kasusi yangi merugikani pihaknyai dii tahuni 2017i yangi lalui dengani dilaporkannyai i PT.PLNi (persero)i i olehi PT.INDOSATi kei Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni (BPSK)i dikarenakani memutusi Kwhi meteri secarai sepihaki padahali sebelumi pemutusani Kwhi meteri tersebuti PT.PLNi (persero)i sudahi memberikani surati peringatani untuki PT.INDOSATi namuni diabaikan.i Pemasangani Kwhi meteri yangi dilakukani olehi PT.INDOSATi melanggari ketentuani PT.PLNi (persero)i yangi dapati menimbulkani bahayai ketenagalistrikani dani perbuatani tersebuti dengani jelasi telahi melawani hukumi dalami pemakaiani tenagai listrik. [4:  J. Panglaykim, Prinsip-prinsip Kemajuan Ekonomi. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), h. 326.]  [5: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/30/020700526/Pemerintas.Disarankan.Bentuk.Satu.Perusahaan.Listrik.Khusus.Tangani.PSO diakses pada tanggal 2 Desember 2019 Pukul 19.50 WIB] 

Berdasarkani uraiani diatasi adanyai suatui kasusi yangi dialamii olehi PT.PLNi (persero)i yangi melakukani upayai keberatani terhadapi putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni tentangi pelanggarani pemakaiani tenagai listriki yangi dilakukani olehi PT.INDOSATi secarai melawani hukum.i Tidaki semuai pihaki mengajukani keberatani dilandasii dengani itikadi baik,i bahkani seorangi pelanggani listriki ternamai justrui kemudiani mengajukani upayai keberatani padai pihaki perusahaani pemasoki listriki yangi telahi dirugikani olehi yanngi bersangkutan.i Dalami hali inii PT.INDOSATi melanggari Pasali 6i hurufi (b)i Uundang-Undangi Perlindungani Konsumeni tentangi haki produseni yangi isinyai “haki untuki mendapati perlindungani hukumi darii tindakani konsumeni yangi beritikadi tidaki baik”i Terlepasi darii apapuni dibaliki motifi gugatani yangi tidaki rasionali tersebut,i Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui menerbitkani putusani dengani Nomori 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017,i tanggali 23i Februarii 2017.i 
PT.PLNi (persero)i tidaki terimai atasi putusani yangi dikeluarkani olehi Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni tersebuti karenai bertentangani dengani Peraturani Perundang-undangani yangi berlakui dani mencederaii keadilani karenai majelisi BPSKi sudahi bertindaki melampauii batasi kewenangannya,i sewenang-wenang,i memaksakani kehendak,i mengabaiakani pedomani dalami penyelesaiani sengketai konsumeni ai quo.i Putusani tersebuti tidaki jelasi dani tidaki didukungi dengani bukti-butkii berupai saksii dani foto-foto,i makai seharusnyai ketuai Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni harusi menolaki gugatani tersebuti Prosesi penyelesaiani sengketai merupakani pemilihani yangi dipilihi berdasarkani kesepakatani parai pihak.i Apabilai tidaki didapatii katai sepakati dalami pemilihani prosesi penyelesaiani sengketa,i makai dengani demikiani penyelesaiani sengketai tidaki dapati dilanjutkani dii BPSK.[footnoteRef:6] [6: https://www.hukum-hukum.com/2018/08/sengketa-pelanggan-listrik-di-bpsk.com diakses pada tanggal 2 Desember 2019, pukul 20.00 WIB] 

	Masyarakati yangi menjadii pelanggani suplaii listriki darii perusahaani pemasoki listriki PT.PLNi (persero)i dikategorikani sebagaii “Konsumen”i yangi dilindungii olehi Undang-Undangi Perlindungani Konsumen,i sertai dapati menyelesaikani sengketai padai forumi alternativei penyelesaiani sengketai Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumen.i Namuni bukani berartii setiapi gugatani konsumeni akani dikabulkani setelahi pokoki perkarai diputuskani i olehi Majelisi Hakimi tingkati kasasii dii Mahkamahi Agung,i sekalipuni benari bahwai konsumeni dilindungii olehi hukum,i olehi sebabi hanyai konsumeni yangi “beritikadi baik”i yangi mendapati perlindungani hukum,i sesuaii dalami Pasali 29i ayati 3i Undang-Undangi Ketenagalistrikani yangi isinyai “konsumeni bertanggungi jawabi apabilai karenai kelalaiannyai mengakibatkani kerugiani pemegangi izini usahai penyediai tenagai listrik.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penganalisaan dalam bentuk skripsi dengan judul :“TANGGUNG JAWAB PT.INDOSAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK” (STUDI PUTUSAN NOMOR : 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr)
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam penilitian ini adalah:
1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap PT PLNyang dirugikan atas pemakaian tenaga listrik secara melawan hukum  oleh PT.Indosat ? 
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT.Indosat atas kerugian yang dialami PT.PLN terhadap pemakaian tenaga listrik konsumen ?
3. Apa ratio decidendi Putusan Nomor : 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :
1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap PT.PLN yang dirugikan oleh PT.INDOSAT atas perbuatan melawan hokum pemakaian tenaga listrik.
2. Untuk memahami bentuk tanggung jawab PT.INDOSAT dalam menangani kerugian yang dialami PT.PLN.
3. Untuk memahami ratio decidenditerhadap putusan nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr

1.4 Metode Penelitian
Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, tentu tidak dapat terlepas dari sebuah metode penelitian. Adanya metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan baik secara teoritis maupun empiris sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan rasional. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.[footnoteRef:7] [7:  Universitas Jember. .Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Ketiga)2011.Cet.3.Jember: Jember University Press. h 21] 

Menggunakan metode penelitian dalam penelitian hukum merupakan suatu ciri khas untuk mengungkap sebuah kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.[footnoteRef:8] Didalam skripsi ini terdapat beberapa aspek dalam metode penelitian yang dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang sedang dibahas, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum. [8: Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi.Penelitian Hukum (Legal Research). (Jakarta: Sinar Grafika 2015). h7.] 

1.4.1 Tipe Penelitian
Tipei penelitiani yangi digunakani dalami penyusunani skripsii inii secarai yuridisi normatifi (Legali Research).Tipei penelitiani yuridisi normatifi (Legali Research)iyaitui tipei penelitiani yangi digunakani untuki mengkajii kaidah-kaidahi ataui norma-normai dalami hukumi positif.[footnoteRef:9]iTipei penelitiani yuridisi normatifi (Legali Research)i dilakukani dengani carai mengkajii berbagaii aturani hukumi yangi bersifati formili sepertii Undang-Undang,i Peraturan-Peraturani sertai literaturi yangi berisii konsep-konsepi teoritisi yangi kemudiani dihubungkani dengani permasalahani yangi akani dibahasi dalami skripsii ini.[footnoteRef:10]denganijuduli “Tanggungi jawabi terhadapi perbuatani pemakaiani tenagai listriki konsumeni olehi PT.Indosat”i (StudiPutusani i Nomori :i 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr) [9:  Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum.  (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup 2010), h. 35]  [10: Ibid,  h 29] 

1.4.2 Pendekatan Penelitian
Nilaii ilmiahi suatui pembahasani dani pemecahani masalahi terhadapi obyeki studii yangi ditelitii i sangati i tergantungi i padai i carai i pendekatani (approach)iyangi digunakan.i Jikai carai pendekatani yangi digunakani tidaki tepat,i makai boboti penelitiani dani kebenarani tidaki akurat.i Adapuni pendekatani masalahi yangi digunakani dalami penulisani skripsii inii adalah:
a. Pendekatani perundang-undangani (Statuei Approach)i dilakukani dengani menelaahi semuai undang-undangi dani regulasii yangi bersangkuti pauti dengani isui hukumi yangi sedangi dibahas.i Pendekatani undang-undangi dilakukani dalami rangkai penelitiani hukumi untuki kepentingani praktisi maupuni penelitiani hukumi untuki kepentingani akademis.[footnoteRef:11] [11: Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta, Sinar Grafika, 2014) h.110] 

b. Pendekatani konseptual,i yaitui suatui pendekatani yangi digunakani untuki memperolehi kejelasani dani pembenarani ilmiahi berdasarkani konsep-konsephukumi yangi bersumberi darii prinsip-prinsipi hukum.[footnoteRef:12]i Prinsip-prinsipi inii dapati ditemukani dalami pandangan-pandangani sarjanai ataupuni doktrin-doktrini hukum.i Meskipuni tidaki secarai eksplisit,i konsepi hukumi dapati jugai ditemukani dii dalami undang-undang.i Hanyai sajai dalami mengidentifikasii prinsipi tersebut,i penelitii terlebihi dahului memahamii konsepi tersebuti melaluii pandangan-pandangani dani doktrin-doktrini yangi ada.[footnoteRef:13]i Keduai pendekatani tersebuti diatas,i digunakani untuki mengkajii peraturani peraturan-peraturani hukumi yangi mengaturi tentangi Perlindungani hukumi terhadapi PT.PLNi yangi dirugikani atasi perbuatani melawani hukumi pemakaiani tenagai listriki olehi PT.Indosat,i bentuki tanggungi jawabi PT.Indosati atasi kerugiani yangi dialamii PT.PLNi i terhadapi perbuatani melawani hukumi pemakaiani tenagai listriki ,i ratioi decidendii atasi putusani nomori 72/Pdt.Sus-BPSK/2017i . [12: M Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, (Cetakan Pertama Yogyakarta Genta Publishing, 2012), h. 47]  [13: Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 138.] 

1.4.3 Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang dibahas. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.[footnoteRef:14]Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: [14: Peter Mahmud Marzuki,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup 2010), h. 48] 

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer (primary source) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.[footnoteRef:15]Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (legislation), putusan pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain: [15: Ibid, h. 49] 

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Undang-udang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Lembar Negara. 1999/ No.22, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821, 35 Halaman.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Lembar Negara. 2009/ No. 133, Tambahan Lembar Negara Nomor 5052, 31 Halaman.
4. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; Lembar Negara. 2005 No.5, Tambahan Lembar Negara Nomor 4469, 19 Halaman.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPPKep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
6. Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahani hukumi sekunderi adalahi bahani hukumi yangi berupai semuai publikasii hukumi yangi meliputii buku-bukui teks,i kamus-kamusi hukum,i jurnali hukum,i dani komentar-komentari parai ahlii hukumi atasi putusani pengadilan.[footnoteRef:16] [16: Ibid, h. 183] 

Bahani hukumi sekunderi yangi dijadikani sebagaii bahani hukumi untuki membantui menjawabi isui hukumi terkaiti kekuatani sertipikati haki miliki tanahi penggantii sebagaii alati buktii autentiki tentulahi harusi kepustakaan-kepustakaani yangi berhubungani dengani hali tersebuti dani yangi mampui menjawabi apai yangi menjadii pertanyaani ataui permasalahani dalami penulisani skripsii ini.
Dalami pembuatani skripsii inii bahani hukumi sekunderi yangi penulisi gunakani adalahi sebagaii berikut:i buku-bukui mengenaii Perlindungani konsumeni dani produseni ,i Bukui –i bukui mengenaii Perlindungani Hukum,i makalahi dani bahani laini yangi adai hubungannyai dani berkaitani dengani Ketenagalistrikani ,i Jurnali ilmiahi mengenaiKetenagalistrikan.
1.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini  Studi Pustaka, yaitu melaukan penelusuran bahahn-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.[footnoteRef:17] Metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan penunjang . [17:  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,. h.160] 

1.6 Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul.Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada.Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu[footnoteRef:18]: [18: Ibid, h. 171] 

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan;
1. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan;
1. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
1. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
1. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.
Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hokum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yag untuk kajian akademis.

     

1

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab
Definisii Tanggungi Jawabi yaitui tanggungi jawabi dalami Kamusi Besari Bahasai Indonesiai adalahi keadaani dimanai wajibi menanggungi segalai sesuatu,i sehinggai berkewajibani menanggung,i memikul,i menanggungi segalai sesuatunyai ataui memberikani jawabi dani menanggungi akibatnya.i Adapuni tanggungi jawabi secarai definisii merupakani kesadarani manusiai akani tingkahi lakui ataui perbuatani baiki yangi disengajai maupuni yangi tidaki dii sengaja.i Tanggungi jawabi jugai berartii berbuati sebagaii perwujudani kesadarani akani kewajiban.i 
Tanggungi jawabi bersifati kodrati,i yangi artinyai tanggungi jawabi itui sudahi menjadii bagiani kehidupani manusiai bahwai setiapi manusiai dani yangi pastii masing-masingi orangi akani memikuli suatui tanggungi jawabnyai sendiri-sendiri.i Apabilai seseorangi tidaki maui bertanggungi jawab,i makai tentui adai pihaki laini yangi memaksai untuki tindakani tanggungi jawabi tersebut.i Dengani demikiani tanggungi jawabi itui dapati dilihati darii duai sisi,i yaitui darii sisii yangi berbuati dani darii sisii yangi kepentingani pihaki lain.i Tanggungi jawabi adalahi cirii manusiai beradabi (berbudaya).i Manusiai merasai bertanggungi jawabi karenai iai menyadarii akibati baiki ataui buruki perbuatani yaitui menyadarii pulai bahwai pihaki laini memerlukani pengabdiani ataui pengorbanannya.i Untuki memperolehi ataui meningkatkani kesadarani bertanggungi jawabi perlui ditempuhi usahai melaluii pendidikan,i penyuluhan,i keteladanani dani takwai kepadai Tuhani Yangi Mahai Esa.[footnoteRef:19] [19: https://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawabdiakses pada tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 20.00 WIB] 

Pengertiani tanggungi jawabi menuruti Peteri Salimi dikelompokkani menjadii tigai yaknii tanggungi jawabi dalami artii accountability,i responsibilityi dani liability.i Tanggungi jawabi dalami artii accountabilityi diartikani sesuaii yangi bekaitani dengani keuangan,i pembukuani ataui pembayaran.i Tanggungi jawabi dalami artii responsibilitydiartikani “ikuti memikuli beban”i akibati suatui perbuatani makai kalaui terjadii sesuaii wajibi menanggungi segalai sesuatunya,i disalahkan,i dituntuti dani diancami dengani hukuman.i Sedangkani tanggungi jawabi dalami artii liabilityi adalahi kewajibani menanggungi atasi kerugiani yangi dideritai berartii menanggungi segalai suatui kerugiani yangi terjadii akibati perbuatannyai ataui perbuatani orangi lain.[footnoteRef:20] [20:  Peter Salim, Contemporary English-Indonesia Dictionary, Edisi Ketujuh.( Jakarta: Modern English Press 1996 ), h 11.] 

Tanggungi jawabi merupakani salahi satui nilaii karakteri yangi perlui ditanamkani dii dalami pribadii setiapi manusia,i supayai menjadii manusiayangi memilikii kepribadiani i yangi menarik.i Mustarii berpendapati bahwai tanggungi jawabi adalahi sikapi dani perilakui seseorangi untuki melaksanakani tugasi dani i kewajibani yangi seharusnyai diai lakukan,i terhadapi dirii sendiri,i masyarakat,i lingkungani (alam,i social,i dani budaya),i Negarai dani Tuhan.Sependapati dengani Mustari,i Daryantoi menyatakani bahwai tanggungi jawabi adalahi sikapi dani perilakui untuki melaksanakani tugasi dani kewajibannya,i yangi seharusnyai diai lakukan,i terhadapi dirii sendiri,i masyarakat,i lingkungani (alam,i social,i dani budaya),i Negarai dani Tuhani Yangi Mahai Esa.i Pengertiani pengertiani tersebuti bahwai pertanggungi jawabani adalahi tolaki ukuri sederhanai terhadapi sikapi dani perilakui seseorangi untuki melaksanakani tugasi dani kewajibannya.

2.1.2 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab
Tanggungi jawabi hukumi merupakani tanggungi jawabi dalami prosesi hukumi dimanai seseorangi dapati dituntut,i diperkarakani dani dipersalahkani sertai kesiapani menerimai bebani sebagaii akibati darii sikapi sendirii ataui orangi laini yangi menimbulkani kerugiani bagii pihaki lain.i Adai 2i bentuki tanggungi jawabi hukumi dalami Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai yaknii sebagaii berikuti :[footnoteRef:21] [21: R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Jakarta : Pradnya Paramita, 2004 h.346.] 

1.i Tanggungi jawabi dengani unsuri kesalahan,i terdapati dalami Pasali 1365i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai yangi berbunyii :i 
“Tiapi perbuatani melanggari hukum,i yangi membawai kerugiani kepadai orangi lain,i mewajibkani orangi yangi karenai ulahnyai menerbitkani kerugiani itu,i menggantii kerugian”.
2.i Tanggungi jawabi dengani unsuri kesalahani khususnyai kelalaian.i Tanggungi jawabi hukumi dengani unsuri kesalahani khususnyai kelalaiani terdapati dalami Pasali 1366i Kitabi Undang-Undangi Hukumi perdatai yangi berbunyii :
“Setiapi orangi bertanggungi jawabi tidaki sajai untuki kerugiani yangi disebabkani perbuatannya,i tetapii jugai untuki kerugiani yangi disebabkani kelalaiani ataui kurangi kehati-hatianya”.
3.i Tanggungi jawabi mutlaki tanpai kesalahan.i Tanggungi jawabi mutlaki tanpai kesalahani terdapati padai Pasali 1367i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai yangi berbunyii :
a) Seseorangi tidaki sajai bertanggungi jawabi untuki kerugiani yangi disebabkani karenai perbuatannyai sendirii sendiri,i tetapii untuki jugai untuki kerugiani yangi disebabkani karenai perbuatani orang-orangi yangi menjadii tanggungannyai ataui disebabkani olehi barang-barangi yangi beradai dibawahi pengawasannya;
b) Orangi tuai dani walii bertanggungi jawabi tentangi kerugiani yangi disebabkani olehi anak-anaki belumi dewasa,i yangi tinggali padai merekai dani terhadapi siapai merekai melakukani kekuasaani orangi tuai dani wali;
c) Majikan-majikani dani merekai yangi mengangkati orang-orangi laini untuki mewakilii urusan-urusani merekai adalahi bertanggungi jawabi tentangi kerugiani yangi diterbitkani olehi pelayani ataui bawahan-bawahani merekai dii dalami melakukani pekerjaani untuki manai orang-orangi dipakainya;
d) Guru-gurui sekolahi dani kepala-kepalai tukangi bertanggungi jawabi tentangi kerugiani yangi diterbitkani olehi murid-muridi dani tukang-tukangi merekai selamai waktui orang-orangi inii beradai dibawahi pengawasani mereka;
e) Tanggungi jawabi yangi disebutkani diatasi berakhir,i jikai orangi tua,i wali,i gurui sekolahi dani kepalai tukangi itui membuktikani bahwai merekai tidaki dapati mencegahi perbuatani untuki manai merekai seharusnyai bertanggungi jawab.


2.2 Perlindungan Hukum Konsumen
2.2.1 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
Menuruti Pasali 1i Angkai 1i Undang-undangi Republiki Indonesiai Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumeni menerangkani bahwa:i “Perlindungani Konsumeni adalahi Segalai upayai yangi menjamini adanyai kepastiani hukumi untuki memberii perlindungani kepadai konsumen.”
Menuruti Pasali 1i Angkai 2i Undang-undangi Republiki Indonesiai Nomori 8i Tahunpi 1999i tentangi Perlindungani Konsumeni i menerangkani bahwai :
“Konsumeni adalahi setiapi orangi pemakaii barangi dan/ataui jasai yangi tersediai dalami masyarakat,i baiki bagii kepentingani dirii sendiri,i keluarga,i orangi lain,i maupuni makhluki hidupi laini dani tidaki untuki diperdagangkan.”

Padai pengertiani undang-undangi diatasi Konsumeni manakahi yangi dilindungii Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 8i Tahuni 1999i Tentangi Perlindungani konsumeni sedangani pengertiani konsumeni terbagii dalami tigai bagian,i yaitui terdirii atasi :
a. Konsumeni dalami artii Umumi :i yaitui pemakai,i penggunai dan/ataui pemanfaati barangi dan/ataui jasai untuki tujuani tertentu;
b. Konsumeni antara,i yaitui pemakai,i penggunai dan/ataui pemanfaati barangi dan/ataui jasai untuki diproduksii (produsen)i menjadii barang/jasai laini untuki memperdagangkani (distributor),i dengani tujuani komersial.i Konsumeni antarai inii samai dengani pelakui usaha;i dan
c. Konsumeni Akhir,i yaitui pemakai,i penggunai dan/ataui pemanfaati barangi ataui jasai konsumeni untuki memenuhii kebutuhani dirii sendiri,i keluargai ataui rumahi tangganyai dani tidaki untuki diperdagangkani kembali.
Pengertiani Konsumeni diatasi jelaslahi Konsumeni yangi dimaksudi yaitui konsumeni akhiri yaitui dengani unsuri yangi samai “Tidaki untuki diperdagangkan”.i Orangi dimaksudkani undang-undangi inii merupakani orangi alamii dani bukani badani hukum.i Sebabi yangi dapati memakai,i menggunakani dan/ataui memanfaatkani barangi dan/ataui jasai untuki memenuhii kepentingani sendiri,i keluarga,i orangi laini maupuni makhluki hidupi laini dani tidaki untuki diperdagangkan,i hanyalahi orangi alamii ataui manusia.i Hukumi Perlindungani Konsumeni dibuati untuki kegiatani perdagangani yangi adili dengani memberikani informasii yangi benari dani jujuri ditempati umum.Hukumi Perlindungani Konsumeni dibuati jugai untuki mencegahi Pelakui Usahai yangi mengarahi kei penipuani ataui praktiki tertentui yangi tidaki adili dani memperolehi keuntungani atasi persaingani dani jugai memberikani perlindungani terhadapi merekai yangi memilikii kelemahani dani tidaki dapati menjagai dirii mereka.Hukumi Perlindungani Konsumeni adalahi salahi satui peraturani pemmerintahi yangi bertujuani melindungii keresahani konsumen.[footnoteRef:22] [22:  M. Sadar, MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlidungan Konsumen di Indonesia, Penerbit Akademia, 2012, h 10.] 


2.2.2 Haki dani Kewajibani Konsumen
Menuruti pasali 4i Undang-Undangi Perlindungani Konsumeni disebutkani Haki dani Kewajibani Konsumenadalahi :
1. Haki atasi kenyamanan,i keamanan,i dani keselamatani dalami mengkonsumsii barangi dan/ataui jasa;
2. Haki untuki memilihi barangi dan/ataui jasai sertai mendapatkani barangi dan/ataui jasai tersebuti sesuaii dengani nilaii tukari dani kondisii sertai jaminani yangi dijanjikan;
3. Haki atasi informasii yangi benar,i jelas,i dani jujuri mengenaii konsidii dani jaminani barangi dan/ataui jasa;
4. Haki untuki didengari pendapati dani keluhannyai atasi barangi dan/ataui jasai yangi digunakan;
5. Haki untuki mendpatkani advokasi,i perlindungan,i dani upayai penyelesaiani sengketai perlindungani konsumeni secarai patut;
6. Haki untuki mendapati pembinaani dani Pendidikani konsumen;
7. Haki untuki diperlakukani ataui dilayanii secarai benari dani jujuri sertai tidaki diskriminatif;
8. Haki untuki mendapatkani kompensasi,i gantii rugii dan/ataui penggantian,i apabilai barangi dan/ataui jasai yangi diterimai tidaki sesuaii dengani perjanjiani ataui tidaki sebagaimanai mestinya;
9. Hak-haki yangi diaturi dalami ketentuani peraturani perundang-undangani lainnya.
iKewajibani Konsumeni menuruti pasali 5i Undang-undangi Perlindungani Konsumeni adalahi :
1. Membacai ataui mengikutii petunjuki informasii dani proseduri pemakaiani ataui pemanfaatani barangi dan/ataui jasa,i demii keamanani dani keselamatan;
2. Beritikadi baiki dalami melakukani transaksii pembeliani barangi dan/ataui jasa;
3. Membayari sesuaii dengani nilaii tukari yangi disepakati;
4. Mengikutii upayai penyelesaiani hukumi sengketai perlindungani konsumeni secarai patut.
Dalami hali initidaki bisai dipungkirii bahwai seringkalii konsumeni tidaki memperolehi manfaati yangi maksimal,iataui bahkani dirugikani darii mengkonsumsii suatui barang/jasa.Namuni setelahi diselidiki,i kerugiani tersebuti terjadii karenai konsumeni tidaki mengikutipetunjuki informasii dani proseduri pemakaiani yangi telahi disediakani olehi pelakui usaha.
Janusi Sidabaloki dalami bukunyai yangi berjuduli Hukumi PerlindunganKonsumeni dii Indonesiai menyebutkani bahwai adai tigai macami haki berdasarkani sumberi pemenuhannya,iyakni:
1. Haki manusiai karenai kodratnyai yaitui haki yangi kitai perolehi begitui kitai lahir,i sepertii haki untuki hidup,i haki atasi pendidikan,i haki untuki menganuti agama,i haki untuki berpendapati dsb.i Haki inii tidaki bolehi diganggui gugati olehi negara,i dani bahkani negarai wajibi menjamini pemenuhannya.i Haki inii disebuti HAM;
2. Haki yangi lahiri darii hukum,i yaitui haki yangi diberikani olehi negarai kepadai wargai negaranya.i Haki inii jugai disebuti sebagaii haki hukum.i Contohnyai haki untuki memberii suarai dalami pemilu,i haki untuki mendapatkani jaminani keamanani dani keslamatani bagii konsumen;
3. Haki yangi lahiri darii hubungani kontraktual.



2.3 Perlindungan Hukum Produsen
2.3.1 Perlindungan Hukum terhadap Produsen
Tidaki adai pengertiani spesifiki yangi mengaturi tentangi perlindungani hukumi terhadapi produsen,i akani tetapii mengingati kedudukani konsumeni yangi timpangi dengani pelakui usahai (produsen)i makai masihi bisai dihubungkani dengani Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumeni dalami Pasali 6i yangi disebutkani tentangi hak-haki pelakui usaha,i dimanai hak-haki tersebuti terdirii darii haki menerimai pembayarani yangi sesuaii dengani kesepakatani mengenaii kondisii dani nilaii tukari barangi dan/ataui jasai yangi diperdagangkan,i haki untuki mendapati perlindungani hukumi darii tindakani kosumeni yangi beritikadi tidaki baik,i haki untuki melakukani pembelaani dirii sepatutnyai dii dalami penyelesaiani hukumi sengketai konsumen,i haki untuki rehabilitasii namai baiki apabilai terbuktii secarai hukumi bahwai kerugiani konsumeni tidaki diakibatkani olehi barangi dan/ataui jasai yangi diperdagangkan,i dani hak-haki laini yangi diaturi dii dalami ketentuani perundang-undangani lainnya.i Apabilai konsumeni melakukani tindakani yangi secarai nyatai telahi melanggari hak-haki produseni makai konsumeni telahi melanggari yangi sudahi dijelaskani dii pasali tersebuti karenai hal-hali yangi melanggari Pasali 6i dapati merugikani pelakui usaha.
Dengani demikian,iproduseni tidaki hanyai diartikani sebagaii pihaki pembuati pabriki yangi menghasilkani produki saja,i tetapii jugai merekai yangi terkaiti dengani penyampaiani ataui peredarani produki hinggai sampaii kei tangani konsumen.Sebagaii penyelenggarai kegiatani usaha,i pelakui usahai adalahi pihaki yangi bertanggungi jawabi atasi akibat-akibati negatifi berupai kerugiani yangi ditimbulkani olehi usahanyai terhadapi konsumen.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Produsen
Seperti konsumen yang memiliki hak dan kewajiban, Produsen juga memiliki hak dan kewajiban , menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan konsumen Hak produsen atau pelaku usaha adalah :
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban produsen/pelaku usaha menurut pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen adalah :
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan.atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang an/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Apabila diperhatikan, tampak bahwa hak dan kewajiban produsen berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen, dalam hal ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen, demikian juga dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha atau Produsen harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa persaingan yang curang atas produsen lain.

2.4 Tinjauan Umum tentang Ketenagalistrikan
2.4.1 Pengertian Ketenagalistrikan
Tenagai listriki sangati bermanfaati namuni jugai dapati membahayakan,i olehi karenai itui perlui diatur.i Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 30i Tahuni 2009i tentangi Ketenagalistrikani diperlukani untuki lebihi menjamini keselamatani umum,i keselamatani kerja,i keamanani instalasi,i dani kelestariani fungsii lingkungani dalami penyediaani tenagai listriki dani pemanfaatani tenagai listrik,i instalasii tenagai listriki harusi menggunakani peralatani dani perlengkapani listriki yangi memenuhii standari peralatani dii bidangi ketenagalistrikan.dalami upayai memajukani kesejahteraani umumi dani mencerdaskani kehidupani bangsa,i tenagai listriki merupakani cabangi produksii yangi pentingi bagii negarai sebagaii salahi satui hasili pemanfaatani kekayaani alami yangi mengusaii hajati hidupi orangi banyaki yangi digunakani untuki kesejahteraani dani kemakmurani rakyat[footnoteRef:23]. Menuruti Undang-undangi Nomori 30i Tahuni 2009i Ketenagalistrikani adalahi sesuatui yangi menyangkuti penyediaani dani pemanfaatani tenagai listriki sertai usahai penunjangi tenagai listrik,i sedangkani usahai penyediaani tenagai listriki adalahi pengadaani tenagai listriki meliputii pembangkitan,i transmisi,i distribusii dani penjualani tenagai listriki padai konsumen.i Tenagai listriki merupakani suatui bentuki energyi sekunderi yangi dibangkitkan,i ditransmisikan,i dani diberikani untuki segalai macami keperluan,i tetapii tidaki termasuki listriki yangi digunakani untuki komunikasi,i elektronika,i ataui isyarat. [23:  https://jdih.kemenkeu.go.id Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009  tentang Ketenagalistrikan] 

Pembangunani sektori ketenagalistrikani bertujuani untuki memajukani kesejahteraani umumi dani mencerdaskani kehidupani bangsai gunai mewujudkani tujuani pembangunani nasional,i yaitui menciptakani masyarakati adili dani makmuri yangi meratai materiili dani spirituali berdasarkani Pancasilai dani Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945.Tenagai listrik,i sebagaii salahi satui hasili pemanfaatani kekayaani alam,i mempunyaii peranani pentingi bagii negarai dalami mewujudkani pencapaiani tujuani pembangunani nasional.Mengingati artii pentingi tenagai listriki bagii negarai dalami mewujudkani kesejahteraani masyarakati dalami segalai bidangi dani sejalani dengani ketentuani dalami Pasali 33i ayati (2)i Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945,i Undang-Undangi inii menyatakani bahwai usahai penyediaani tenagai listriki dikuasaii olehi negarai dani dipergunakani untuki sebesar-besari kemakmurani rakyati yangi penyelenggaraannyai dilakukani olehi Pemerintahi dani pemerintahi daerah.Pemerintahi dani pemerintahi daerahi sesuaii dengani kewenangannyai menetapkani kebijakan,i pengaturan,i pengawasan,i dani melaksanakani usahai penyediaani tenagai listrik.
2.4.2 Badan Penyedia Tenaga Listrik Negara
Pentingnyai tenagai listriki bagii masyarakati dapati ditunjukkani dengani besarnyai penggunaani listriki olehi masyarakati baiki digunakani dalami lingkupi rumahi tangga,i industryi atauuni perdagangan.i Mengingati artii pentingi listriki dalami kehidupani masayarakati dani pengusaha,i makai penyediani tenagai listriki dikuasii olehi Negarai sebagaimanai yangi tercantumi dalami Undang-Undangi Dasari 1945i Pasali 33i Ayati 2i yangi berbunyii “i Cabang-cabangi produksii yangi pentingi bgii Negarai dani menguasaii hajati hidupi orangi banyaki dikuasaii olehi Negara”
Sejarahi singkati PTi PLNi (Perserro)i Berawali dii akhiri abadi 19,i bidangi pabriki gulai dani pabriki ketenagalistrikani dii Indonesiai mulaii ditingkatkani saati beberapai perusahaani asali Belandai yangi bergeraki dibidangi pabriki gulai dani pabriki thei mendirikani pembangkiti tenagai listriki untuki keperluani sendirii Antarai tahuni 1942-1945i terjadii peralihani pengelolaani perusahaan-perusahaani Belandai tersebuti olehi Jepang,i setelahi Belandai menyerahi kepadai pasukani tentarai Jepangi dii awali Perangi Duniai IIProsesi peralihani kekuasaani kembalii terjadii dii akhiri Perangi Duniai IIi padai Agustusi 1945,i saati Jepangi menyerahi kepadai Sekutu.i Kesempatani inii dimanfaatkani olehi parai pemudai dani buruhi listriki melaluii delagasii Buruh/Pegawaii Listriki dani Gasi yangi bersama-samai dengani Pemimpini KNIi Pusati berinisiatifi menghadapi Presideni Soekarnoi untuki menyerahkani perusahaan-perusahaani tersebuti kepadai Pemerintahi Republiki Indonesia.i Padai 27i Oktoberi 1945,i Presideni Soekarnoi membentuki Jawatani Listriki dani Gasi dii bawahi Departemeni Pekerjaani Umumi dani Tenagai dengani kapasitasi pembangkiti tenagai listriki sebesari 157,5i MW.Padai tanggali 1i januarii 1961,i Jawatani Listriki dani Gasi diubahi menjadii BPU-PLNi (Badai Pemimpini Umumi Perusahaani Listriki Negara)i yangi bergeraki dii bidangi listrik,i gasi dani kokasi yangi dibubarkani padai tanggali 1i Januarii 1965.i Padai saati yangi sama,i 2i (dua)i perusahaani negarai yaitui Perusahaani Listriki Negarai (PLN)i sebagaii pengelolai tenagai listriki miliki negarai dani Perusahaani Gasi Negarai (PGN)i sebagaii pengelolai gasi diresmikan.
Padai tahuni 1972,i sesuaii dengani Peraturani Pemerintahi No.i 17,i statusi Perusahaani Listriki Negarai (PLN)i ditetapkani sebagaii Perusahaani Umumi Listriki Negarai dani sebagaii Pemegangi Kuasai Usahai Ketenagalistrikani (PKUK)i dengani tugasi menyediakani tenagai listriki bagii kepentingani umum.Seiringi dengani kebijakani Pemerintahi yangi memberikani kesempatani kepadai sektori swastai untuki bergeraki dalami bisnisi penyediaani listrik,i makai sejaki tahuni 1994i statusi PLNi beralihi darii Perusahaani Umumi menjadii Perusahaani Perseroani (Persero)i dani jugai sebagaii PKUKi dalami menyediakani listriki bagii kepentingani umumi hinggai sekarang
PT.PLNi (Persero)i merupakani Badani Usahai Milikii Negarai yangi diberikuasai ketenegalistrikani olehi Pemerintah,i sesuaii dengani Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 2009.PT.PLNi diberii tugasi utamai untuki melaksanakani usahai penyediaani tenagai listriki bagii kepentingani umum.i Hali inii sejalani dengani tujuani Nasionali Indonesiai sepertii tertuangi dalami Pembukaani Undang-Undangi Dasari 1945i untuki ikuti memajukani kesejahteraani umumi dani mencerdaskani kehidupani bangsa.i Dengani diterbitkannyai Undang-Undangi tersebuti makai PT.PLNi (Persero)i sebagaii salahi satui ujungi tombaki pelayanani i dii bidangi jasai ketenagalistrikan.[footnoteRef:24] [24: http://eprints.undip.ac.id/17623/7yosep_coba.pdf. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 22.00 Wib] 

Sesuaii dalami Pasali 3i Ayati (1)i Undang-undangi Ketenagalistrikani Nomori 30i Tahuni 2009i banhwai Penyediaani Tenagai Listriki dikuasaii olehi Negarai yangi penyelenggaraannyai dilaukani olehi Pemerintahi dani pemerintahi daerahi berdasarkani prinsipi otonomii daerah,i yangi kemudiani dipertegasi dengani Peraturani Pemerintahi yangi menyatakani bahwai usahai penyediaani tenagai listriki dilakukani olehi Negarai dani diselenggarakani olehi Badani Usahai Miliki Negarai yangi ditetapkani dengani Peraturani Pemerintahi sebagaii Pemegangi kuasai Ketenagalistrikani untuki melaksanakani usahai penyediaani tenagai listriki untuki kepentingani umum.

2.4.3 Asas dan Tujuan
Tenagai listriki sangati pentingi artinyai bagii kesejahteraani dani kemakmurani rakyat.i Dalami rangkai peningkatani pembangunani dibidangi ketenagalistrikani diperlukani upayai untuki secarai optimali memanfaatkani sumber-sumberi energyi untuki membangkitkani ternagai listriki sehinggai dapati menjamini ketersediaani tenagai listriki secarai menyeluruh.Makai untuki mencapaii maksuti diatasi tersebuti dibentuklahi Peraturani dibidangi ketenagai listrikani yangi dimanai didalmnyai mengaturi Asasi dani Tujuani pembangunani ketenagalistrikani sebagaii berikuti :
Menuruti Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 2009i tentangi Ketenagalistrikani pasali 2i ayati 1i dani 2,i Pembangunani ketenagalistriki menganuti asasi :
a. Manfaat;
b. Efisiensii berkeadilan;
c. Berkelanjutan;
d. Optimalisasii ekonomii dalami pemanfaatani sumberi dayai energi;
e. Mengandalkani padai kemampuani sendiri;
f. Kaidahi usahai yangi sehat;
g. Keamanani dani keselamatan;
h. Kelestariani fungsii lingkungan;
i. Otonomii daerah.
Pembangunani ketenagalistrikani bertujuani untuki menjamini ketersediaani tenagai listriki dalami jumlahi yangi cukup,i kualitasi yangi baik,i dani hargai yangi wajari dalami rangkai meningkatkani kesejahteraani dani kemakmurani rakyati secarai adili dani meratai sertai mewujudkani pembangunani yangi berkelanjutan.Makmuri yangi meratai materiili dani spirituali berdasarkani pancasilai dani Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesia.Tenagai listriki sebagaii salahi satui hasili pemanfaatani kekayaani alam,i mempunyaii peranani pentingi bagii Negarai dalami mewujudkani pencapaiani tujuani pembangunani Nasional. 

2.5 Perbuatan Melawan Hukum
2.5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
Pengertiani perbuatani melawani hukumi yaitui setiapi perbuatani melawani hukumi yangi mengakibatkani kerugiani padai orangi lain,imewajibkani orangi yangi karenai kesalahannyai menimbulkani kerugiani itu,i menggantii kerugiani tersebut.i Perbuatani yangi dilakukani dengani unsuri kesengajaani maupuni kelalaiani tetapi diwajibkani untuki menggantii kerugian.i Dapati dipahamii bahwai suatui perbuatani dinyatakani melawani hukumi apabilai memenuhii empati unsuri berikuti :
a.iPerbuatani itui harusi melawani hukumi (onrecthmatig)
b.iPerbuatani itui harusi menimbulkani kerugian.i 
c.iPerbuatani itui harusi dilakukani dengani kesalahan,i dani 
d.iAntarai perbuatani dani kerugiani yangi timbuli harusi adahubungani kausal.[footnoteRef:25] [25:  Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Imnominaat di Indonesia,Jakarta, (Sinar Grafika, 2006 ) h 21] 

Ilmui hukumi dikenali tigai kategorii darii perbuatani melawani hukum,iyaitui :
a. Perbuatani melawani hukumi karenai kesengajaan.
b. Perbuatani melawani hukumi tanpai kesalahani (tanpai unsurei kesengajaani maupuni kelalaian).
c. Perbuatani melawani hukumi karenai kelalaian.[footnoteRef:26] [26:  Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta,(PT Raja Grafindo Persada, 2014) h 248] 

Rumusani sepertii yangi terdapati dalami Pasali 1365i KUHi Perdatai Indonesiai diharapkani dapati mencakupii setiapi macami perbuatani melawani hukum.i Rumusani dalami Pasali 1365i KUHi Perdatai Indonesiai adalahi sebagaii berikut:i “Tiapi perbuatani melawani hukum,i yangi mendatangkani kerugiani padai seorangi lain,i mewajibkani orangi yangi karenai salahnyai menerbitkani kerugiani itu,i menggantii kerugiani tersebut.”iIstilahi perbuatani melawani hukumi dii Indonesiai merupakani terjemahani darii istilahi Belandai yaitui onrechtmatigedaad.i Dalami istilahi “melawan”i melekati sifati aktifi dani pasif,i sifati aktifi dapati dilihati apabilai dengani sengajai melakukani sesuatui perbuatani yangi menimbulkani kerugiani padai orangi lain,i sifati pasifi berartii sengajai diami sajai ataui dengani sikapi pasifi sehinggai menimbulkani kerugiani padai orangi lain.[footnoteRef:27]Tiapi perbuatani melanggari hukumi yangi menimbulkani kerugiani padai orangi lain,i mewajibkani pembuati yangi bersalahi untuki menggantii kerugiani (Pasali 1365i KUHi Perdata).i Secarai prinsip,i pelakui Perbuatani Melawani Hukumi telahi melakukani perbuatani yangi mengakibatkani yangi bersangkutani wajibi menggantii kerugiani (morili dani meteriil)i terhadapi pihak-pihaki yangi telahi dirugikani sebagaimanai yangi diaturi padai Pasali 1365i KUHi Perdata.i Molenggraafi menyatakani bahwai perbuatani melawani hukumi tidaki sajai melanggari undangundangi tetapii jugai kaidahi kesusilaani dani kepatutan.i Perbuatani melawani hukumi harusi dilihati dani diartikani sebagaii berbuati ataui tidaki berbuati yangi bertentangani dengani : [27:  Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, (Pradnya Paramita, 1982) h 13] 

a.iHaki subjektifi orangi laini 
b.iKewajibani hukumi pelaku
ic.i Kaidahi kesusilaani 
d.iKepatutani dalami masyarakat.[footnoteRef:28] [28:  Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, (Varia Peradilan No.16 Tahun II Januari 1987) h176] 

Beberapai definisii laini terhadapi perbuatani melawani hukumi adalahi sebagaii berikut:
a. Tidaki memenuhii sesuatui yangi menjadii kewajibani sendirii selaini darii kewajibani kontraktuali ataui kewajibani quasii contractuali yangi menerbitkani haki untuki menggantii rugi.
b. Suatui perbuatani ataui tidaki berbuati sesuatui yangi mengakibatkani timbulnyai kerugiani bagii orangi laini tanpai sebelumnyai adai suatui hubungani hukum,i kewajibani manai ditunjukkani terhadapi setiapi orangi padai umumnyai dani ddengani tidadki memenuhii kewajibannyai tersebuti dapati dimintakani suatui gantii rugi.
c. Tidaki memenuhii suatui kewajibani yangi dibebankani olehi hukum,i kewajibani manai ditujukani terhadapi setiapi orangi padai umumnyai dani dengani tidaki memenuhii kewajibannyai tersebuti dapati dimintai suatui gantii rugi.
d. Suatui kesalahani perdatai terhadapi manai suatui gantii kerugiani dapati dituntuti yangi bukani merupakani wanprestasii terhadapi i kontrak,i ataui wanprestasii atasi kewajibani trust,i ataupuni wanprestasii equityi lainnya.
e. Suatui kerugiani yangi tidaki disebabkani olehi wanprestasii terhadapi kontrak,i ataui lebihi tepatnyai merupakani suatui perbuatani yangi merugikani hak-haki orangi yangi diciptakani olehi huhkumi yangi tidaki tertibi darii hubungani i kontraktual.
f. Suatui perbuatuani ataui tidaki berbuati sesuatui yangi secarai bertentangani dengani hukumi melanggari haki orangi laini yangi diciptakani olehi hukum,i dani karenanyai suatui gantui rugii dapayi dituntuti olehi pihaki yangi dirugikan.[footnoteRef:29] [29:  Charles Dulles Marpaung, Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing, Jakarta, (Integritas Press, 1985) h 72] 

Penggantiani kerugiani sebagaii akibati adanyai perbuatani melawani i hukumi i sebagaimanai didalami Pasali 1365i dani Pasali 1366i KUHi Perdata.i Secarai teoritisi penggantiani kerugiani sebagaii akibati darii suatui perbuatani melawani hukumi diklasifikasikani kei dalami duai bagian,i yaitui :i kerugiani yangi bersifati actuali (actuali loss)i dani kerugiani yangi akani datang.i Kerugiani yangi bersifati aktuali adalahi kerugiani yangi mudahi dilihati secarai nyatai ataui fisik,i baiki yangi bersifati materiili dani immaterial.i Kerugiani inii didasarkani padai hal-hali konkriti yangi timbuli sebagaii akibati adanyai perbuatani melawani hukumi darii pelaku.i Kerugiani yangi bersifati dimasai mendatangi adalahi kerugian-kerugiani yangi dapati diperkirakani akani timbuli dimasai mendatangi akibati adanyai perbuatani melawani hukumi darii pihaki pelaku.
Kerugiani inii sepertii pengajuani tuntutani pemulihani namai baiki melaluii pengumumani dii mediai cetaki dani ataui elektroniki terhadapi pelaku.[footnoteRef:30]i Dikatakani perbuatani melawani hukumi apabilai perbuatani tersebuti melawani hukumi padai umumnya,i hukumi bukani sajai merupakani ketentuani undang-undangi akani tetapii jugai aturan-aturani hukumi yangi tidaki tertulisi yangi harusi ditaatii didalami hidupi masyarakat.i Kerugiani yangi ditimbulkani harusi disebabkani karenai perbuatani yangi melawani hukumi itui antarai laini perbuatani itui harusi adai hubungannyai yangi langsungi dani kerugian-kerugiani yangi disebabkani karenai kesalahani pelaku. [30:  Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung,( Sumur Bandung, 1991)  h90] 

2.5.2 Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatani melawani hukumi diaturi pasai Pasali 1365i dani Pasali 1366i KUHPerdatai dani Pasali tersebuti berbunyii :
Pasali 1365i KUHi Perdatai menjelaskani bahwa:
“Tiapi perbuatani yangi melanggari hukumi dani membawai kerugiani kepadai orangi lain,imewajibkani orangi yangi menimbulkani kerugiani itui karenai kesalahannyai untuki menggantikani kerugiani tersebut.”

Pasali 1366i KUHi Perdatai menjelaskani bahwai :

“Setiapi orangi bertanggungi jawab,ibukani hanyai atasi kerugiani yangi disebabkani perbuatan-perbuatan,i melainkani jugai atasi kerugiani yangi disebabkani kelalaiani ataui kesembronoannya.”i

Akibati yangi timbuli darii perbuatani melawani hukumi yaitui dalami bentuki gantii kerugiani terhadapi korbani yangi mengalami.i Ketentuani Pasali 1365i KUHi Perdatai mengaturi pertanggungi jawabani yangi diakibatkani olehi adanyai perbuatani melawani hukum.i Pasali 1366i KUHi Perdatai menjelaskani tentangi tuntutani pertanggungjawabani yangi diakibatkani olehi kesalahani karenai kelalaian..

2.5.3 Syarat-Syarat Perbuatan Melawan Hukum
Selanjutnyai untuki dapati dikatakani seseorangi telahi melakukani perbuatani melawani hukumi makai haruslahi dipenuhii syarat-syarati perbuatani melawani hukumi yaitui :iharusi adai perbuatan.i Perbuatani itui harusi melawani hukum,i adai kerugiani adai hubungani sebabi akibati antarai perbuatani melawani hukumi itui dengani kerugiani dani adai kesalahani (Schuld).Selanjutnyai akani diuraikani syarat-syarati tersebuti sebagaii berikut:
1. Harusi adai suatui perbuatan
Perbuatani melawani hukumi diawalii olehi suatui perbuatani darii sii pelaku.i Perbuatani yangi dimaksudi olehi perbuatani melawani hukumi yangi dilakukani olehi pelaku.i Secarai umum,i perbuatani inii mencakupi berbuati sesuatui (dalami artii aktif)i dani tidaki berbuati sesuatui (dalami artii pasif),i misalnyai tidaki berbuati sesuatu,i padahali pelakui mempunyaii kewajibani hukumi untuki berbuat,i kewajibani itui timbuli darii hukumi (adai pulai kewajibani yangi timbuli darii suatui kontrak).i Dalami perbuatani melawani hukumi ini,i harusi tidaki adai unsuri persetujuani ataui katai sepakati sertai tidaki adai pulai unsuri kausai yangi diperbolehkani sepertii yangi terdapati dalami suatui kontrak.
2. Perbuatani tersebuti melawani hukumi 
Perbuatani yangi dilakukani itui harusi melawani hukum.i Dahului melawani hukumi diartikani secarai sempiti olehi pengadilani maksudnyai bilai memangi sudahi dinyatakani dalami undang-undangi bahwai perbuatani tersebuti melawani hukumi barulahi bisai dikatakani melawani hukum.i Berdasarkani putusani Mahkamahi Agungi Belandai (hogei raad)i sebelumi 23i tahuni 1919i menggantikani perbuatani melawani hukumi itui sebagaii “suatui perbuatani yangi melanggari haki orangi laini ataui jikai orangi berbuati bertentangani dengani kewajibani hukumnnyai sendiri”i dalami rumusani inii harusi diperhatikani haki dani kewajibani hukumi berdasarkani undang-undang.i Jadi,i perbuatani itui harusi melanggari haki orangi laini ataui bertentangani dengani kewajibani hukumnnyai sendirii yangi diberikani olehi undangundang,i dengani demikian,i melanggari hukumi samai dengani melanggari undang-undang.
3. Adai kesalahani darii pelakui 
Salahi satui syarati yangi laini darii perbuatani melawani hukumi adalahi adanyai kesalahani darii pelaku,i jikai dilihati kembalii dalami Pasali 1365i KUHi Perdatai terdapati duai faktori pentingi darii perbuatani melawani hukum,i yaitui adanyai faktori kesalahani dani kerugian.i Kesalahani adalahi perbuatani dani akibat-akibati yangi dapati dipertanggungjawabkani kepadai sii pelaku.i Kesalahani dipakaii untuki menyatakani bahwai seseorangi dinyatakani bertanggungi jawabi untuki akibati yangi merugikani yangi terjadii darii perbuatannyai yangi salah.i Sii pelakui adalahi bertanggungjawabi untuki kerugiani tersebuti apabliai perbuatani melawani hukumi yangi dilakukani dani kerugiani yangi ditimbulkannyai dapati dipertanggungjawabkani kepadanya.i Syarati kesalahani inii dapati diukuri secarai objektifi dani subjektif.i Secarai objektifi yaitui harusi dibuktikani bahwai dalami keadaani sepertii itui manusiai yangi normali dapati mendugai kemungkinani timbulnyai akibati dani kemungkinani inii akani mencegahi manusiai yangi baiki untuki berbuati ataui tidaki berbuat.i Secarai subjektifi harusi ditelitii apakahi sii pembuati berdasarkani keahliani yangi iai milikii dapati mendugai akibati darii perbuatannya.i Suatui tindakani dianggapi mengandungi unsuri kesalahan,i sehinggai dapati dimintai pertanggungi jawabani hukum,i jikai memenuhii unsur-unsuri sebagaii berikut:
a. Adai unsuri i kesengajaan
b. Adai unsuri i kelalaiani (negligence,i culpa)
c. Tidaki adai alasani pembenari ataui alasani pemaafi (rechtvaardigiingsground),i sepertii keadaani overmacht,i membelai diri,i tidaki warasi dani lain-lain.
4. Adanyai kerugiani bagii korban
Syarat-syarati yangi lainnyai untuki dapati dikatakani perbuatani melawani hukumi adalahi kerugiani (schade)i bagii korban.i Adanyai kerugiani merupakani unsurei perbuatani melawani hukum.i Sebagaimanai ditentukani didalami Pasali 1365i KUHPerdatai yangi menyebutkani bahwai padai setiapi bentuki perbuatani melawani hukumi yangi menimbulkani suatui kerugiani adalahi wajibi untuki menggantii kerugian,i namuni bentuki gantii rugii atasi perbuatani melawani hukumi tersebuti tidaki ditentukani secarai tegasi olehi undang-undang.i Adapuni unsurei kerugiani tersebuti meliputii kerugiani materiali maupuni immaterial.
Kerugiani materiili disebuti jugai kerugiani idiil,ikerugiani kekayaani padai umumnyai mencakupi kerugiani yangi dideritai olehi penderitai dani keuntungani yangi diharapkani diterimanya.i Sementarai kerugiani idiili adalahi kerugiani morili ataui idiili yaknii ketakutan,i terkejut,i sakiti dani kehilangani kesenangani hidup.i Penyusutani nilaii barangi jugai termasuki dalami hali yangi harusi digantii rugi,i intinyai bahwai penyusutani nilaii juali harusi diganti.
5. Adanyai hubungani kausali antarai perbuatani dengani kerugian
Hubungani kausali ataui hubungani sebabi akibati dipakaii untuki menentukani apakahi adai pertaliani antarai suatui perbuatani hukumi dengani kerugian,i sehinggai orangi yangi melakukani perbuatani tersebuti dapati dimintakani pertanggungjawabannya.[footnoteRef:31]Seseorangi melakukani perbuatani melawani hukumi selalui bertanggungi jawabi terhadapi perbuatannyai apabilai perbuatannyai menimbulkani kerugiani yangi dianggapi sebagaii sebabi darii suatui perbuatani adalahi semuai syarat-syarati yangi harusi adai untuki timbulnyai akibat.i Terdapati hubungani kausali apabilai kerugiani menuruti aturani pengalamani secarai layaki merupakani akibati yangi dapati diharapkani akani timbuli darii perbuatani melawani hukumi ters.i Hubungani antarai sebabi dani akibati salingi berkaitani atasi perbuatani melawani hukum. [31:  Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, cet.2, (Bandung, PT Alumni,2006) h146.] 








BAB 3
PEMBAHASAN
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap PT.PLN yang Dirugikan atas Pemakaian Tenaga Listrik Secara Melawan Hukum oleh PT. Indosat.
Perlindungani hukumi diciptakani sebagaii saranai ataui instrumeni untuki mengaturi hak-haki dani kewajiban-kewajibani subyeki hukum.i Dii sampingi itu,i hukumi jugai berfungsii sebagaii instrumeni perlindungani bagii subyeki hukum.Menuruti Satjitoi Rahardjoi bahwai “perlindungani hukumi adalahi adanyai upayai melindungii kepentingani seseorangi dengani carai mengalokasikani suatui Haki Asasii Manusiai kekuasaani kepadanyai untuki bertindaki dalami rangkai kepentingannyai tersebut”.[footnoteRef:32]i Menuruti CSTi Kansil,i “perlindungani hukumi adalahi segalai upayai hukumi harusi diberikani olehi aparati penegaki hukumi demii memberikani rasai aman,i baiki secarai pikirani maupuni fisiki darii gangguani dani berbagaii ancamani darii pihaki manapun”.[footnoteRef:33] [32:  Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/, diakses tanggal 18 september 2018]  [33:  C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, h 40] 

Menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI)i perlindungani hukumi adalahi tempati berlindung,i perbuatani melindungi.i Maknai katai perlindungani secarai kebahasaani tersebuti memilikii kemiripani unsur-unsur,i yaitui unsuri tindakani melindungi,i unsuri cara-carai melindungi.i Dengani demikian,i katai melindungii darii pihak-pihaki tertentui dengani menggunakani carai tertentu.i [footnoteRef:34]Menuruti Philipusi M.i Hadjon,i “perlindungani hukumi adalahi perlindungani akani harkati dani martabat,sertai pengakuani terhadapi haki –i haki asasii manusiai yangi dimilikii olehi subyeki hukumi berdasakarkani ketentuani umumi darii kesewangani ataui sebagaii kumpulani peraturani ataui kaidahi yangi akani dapati melindungii suatui hali lainnya”.[footnoteRef:35] [34: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet 1, Jakarta: Balai Pustaka. H 595]  [35:  Ibid, h 40] 

Menuruti pendapati darii M.i Isnaeni,i persoalani mengenaii perlindungani hukumi padai dasarnyai ditinjaui darii sumbernyai dapati dibedakani menjadii duai macami yaknii perlindungani hukumi eksternali dani perlindungani hukumi internal.i [footnoteRef:36]i Perlindungani hukumi internali dapati dilihati dengani berdasarkani padai perlindungani hukumi yangi dibentuki dani dibuati sertai disepakatii sendirii olehi parai pihaki padai saati membuati suatui perjanjian.i Demikiani pulai mengenaii berbagaii jenisi resikoi yangi akani dihadapii i diusahakani dapati diselesaikani sesuaii dengani klausulai yangi telahi disepakati,i sehinggai dengani adanyai klausulai itui parai pihaki akani salingi memperolehi perlindungani hukumi yangi adili berdasarkani kesepakatani yangi merekai buat.i Sedangkani yangi dimaksudi dengani perlindungani hukumi internali sendirii merukanai suatui perlindungani yangi dapati diwujudkani olehi parai pihaki saati dengani kedudukani yangi samai ataui sederajati dii matai hukum.i Dalami artii parai pihaki mempunyaii bargainingi poweri yangi relativei seimbang,i sehinggai dengani demikiani dapati diwujudkani suatui perjanjiani dengani menerapkani asani kebebasani berkontraki olehi masing-masingi pihaki sehinggai terwujudi suatui kesepakatan.[footnoteRef:37] [36: Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h159]  [37: Ibid, h160] 

Perlindungani hukumi eksternali dapati dibuati olehi yangi dibuati olehi penguasai lewati regulasii bagii kepentingani i pihaki yangi lemah,i sesuaii hakikatnyai aturani perundangani yangi tidaki bolehi berati sebelahi dani bersifati memihak,i secarai proporsionali jugai wajibi diberikani perlindungani hukumi yangi seimbangi sedinii mungkini kepadai pihaki lainnya.i [footnoteRef:38]i Sebabi mungkini sajai padai saati awali dibuatnyai perjanjian,i adai suatui pihaki yagi relative  lebihi kuati darii pihaki mitranya,i tetapii dalami pelaksanaani perjanjiani pihaki yangi semulai kuati itu,i terjerumusi menjadii pihaki yangi dirugikan.i Aturani perundangani sebagaimanai dengani penjelasani diatas,i tergambari dengani rincii dani adilnyai penguasai itui memberikani perllindungani hukumi kepadai parai pihaki secarai proporsional.i  [38: Ibid, h163] 

Perbuatani melawani hukumi dalami hukumi perdatai diaturi dii Pasali 1365i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai yangi berbunyii :
“Tiapi perbuatani yangi melanggari hukumi dani membawai kerugiani kepadai orangi lain,imewajibkani orangi yangi menimbulkani kerugiani itui karenai kesalahannyai unttuki menggantikani kerugiani tersebut”
Sesuaii i ketentuani pasali 1365i KUHi Perdatai suatui perbuatani melawani hukumi yangi dapati digugati melaluii pengadilani harusi mengandungi unsur-unsuri antarai lain:[footnoteRef:39] [39: Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, prnrtbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, h10.] 

1. Adanyai suatui perbuatan
Suatui perbuatani melawani hukumi diawalii olehi suatui perbuatani darii pelaku.Umumnyai diterimai anggapani bahwai dengani perbuatani disinii dimaksudkani perbuatani aktifi ataupuni pasif.i Olehi karenai itu,iterhadapi perbuatani melawani hukumi tidaki tidaki adai unsuri “persetujuani ataui katai sepakat”i dani tidaki adai jugai unsuri “causai yangi diperbolehkan”i sebagaimanai yangi terdapati dalami kontrak.
2. Perbuatani Tersebuti Melawani Hukum.
Perbuatani yangi dilakukani tersebuti harusi melawani hukumi sejaki tahuni 1919,iunsuri melawani hukumi inii diartikani dalami artii yangi luas,i yaknii meliputii hal-hali sebagaii berikuti :
a. Perbuatani yangi melanggari undang-undangi yangi berlaku;
b. Yangi melanggari haki orangi laini yangi dijamini olehi hukumi sii pelaku;
c. Perbuatani yangi bertentangani dengani kewajibani hukumi sii pelaku;
d. Perbuatani yangi bertentangani dengani kesusilaani (geodei zeden)
e. Perbuatani yangi bertentangani dengani sikapi yangi baiki dalami bermasyarakati untuki memperhatikani kepentingani orangi laini (indruisti tegeni dei zorgvuldigheid,i velkei ini heti maatschappelijki verkeeri betaamanti teni aanzeini vani anderi personi ofi goed)
3. Adanyai Kesalahani darii Pihaki Pelaku
Agari dapati dikenakani pasali 1365i KUHPerdatai tentangi Perbuatani Melawani Hukum,i undang-undangi dani yurisprudensii mensyaratkani agari pelakui harusi mengandungi unsuri kesalahani dalami melaksanakani perbuatannya.Dengani dicantumkani syarati kesalahani dalami pasali 1365i KUHPerdata,i pembuati undang-undangi berkehendaki menekankani bahwai pelakuyi perbuatani melawani hukumi hanyalahi bertanggungi jawabi atasi kerugiani yangi ditimbulkannyai apabilai perbuatani tersebuti dapati dipersalahkani padanya.Suatui tindakani dianggapi olehi hukumi mengandungi unsuri kesalahani sehinggai dapati dimintakani tanggungi jawabnyai secarai hukumi jikai memenuhii unsuri kesengajaan,i kelalaian,i tidaki adai pembenari ataui alasani pemaafi sepertii keadaan,i membelai diri,i tidaki waras,i dani lain-lain.
4. Adanyai Kerugian
Adanyai kerugiani bagii korbani merupakani syarati agari gugatanberdasarkani pasali 1365i KUHPerdatai dapati dii gunakan.Berbedai antarai kerugiani dani wanprestasii yangi hanyai mengenali kerugiani materiil,i kerugiani karenai perbuatani melawani hukumi disampingi kerugiani immateriali yangi jugai dinilaii dengani uang.i Kerugiani yangi disebabkani olehi perbuatani melawani hukumi dapati dibagii menjadii kerugiani materiili dani kerugiani immaterial,i kerugiani materiili terdirii darii kerugiani yangi nyatai dideritai dami keuntungani yangi seharusnyai diperoleh,i jadii umumnytai diterimai bahwai pelakui perbuatani melawani hukumi harusi menggantii kerugiani tidaki hanyai untuki kerugiani yangi nyatai didertiai jugai keuntungani yangi seharusnyai diperoleh.i Perbuatani melawani hukumi yangi menimbulkani kerugiani bersifati immateriali merupakani kerugiani yangi berbentuki sepertii ketakutan,i sakiti dani kehilangani kesenangani hidup,i penggantii kerugiani inii tidakdiaturi olehi undang-undangi karenai aturani yangi dipakaii untuki gantii rugii inii dengani carai analogis.i Gugatani penggantii kerugiani karenai perbuatani melawani hukumi meliputii gantii rugii berupai uang,i memulihkani dalami keadaani semula,i larangani untuki tidaki mengulangii perbuatani itui lagi,i dani dapati memintai putusani hakimi bahwai perbuatannyai adalahi bersifati melawani hukum.[footnoteRef:40] [40: https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/ diakses pada tanggal 6 Mei 2021, Pukul 22.00 WIB] 

5. Adanyai Hubungani Kausali Antarai Perbuatani dengani Kerugian
Hubungani kausali antarai perbuatani yangi dilakukani dengani kerugini yangi terjadii jugai merupakani syarati darii suatui perbuatani melawani hukum.Untuki hubungani sebabi akibati adai 2i macami teorii yaitui teorii hubungani faktuali dani teorii sebabi kira-kira.Menuruti teorii factuali orangi yangi melakukani perbuatani melawani hukumi selalui bertanggungi jawabi jikai perbuatani tersebuti menimbulkani kerugian,i hubungani sebabi akibati hanyai merupakani masalahi faktai ataui secarai factuali terlahi terjadi.Sedangkani Teorii sebabi kira-kirai adalahi bagiani yangi palingi membingungkani dani banyaki mengalamii pertentangani mengenaii perbuatani melawani hukum.
Pelakui Usahai adalahi setiapi orangi perseorangani ataui badani usahai baiki yangi berbentuki badani hukumi maupuni bukani badani hukumi yangi didirikani dani berkedudukani ataui melakukani kegiatani dalami wilayahi hukumi Negarai Republiki Indonesia,i baiki sendirii maupuni bersama-samai melaluii perjanjiani menyelenggarakani kegiatani usahai dalami berbagaii bidangi ekonomi.i i 
Pasali 6i Undang-i Undangi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumen.Haki Produseni adalahi :
2. Haki menerimai pembayarani yagi sesuaii dengani kesepakatani mengenaii kondisii dan/ataui jasai yangi diperdagangkan;
2. Haki untuki mendapatkani perlindungani hukumi darii tindakani konsumeni yangi beritikadi tidaki baik;
2. Haki untuki rehabilitasii namai baiki apabilai terbuktii secarai hukumi bahwai kerugiani konsumeni tidaki diakibatkani untuki barangi dan/ataui jasai yangi diperdagangkan.
Haki Produseni diatasi dijelaskani padai pointi 2i bahwai dinyatakani dalami putusani nomor:72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.i Pbr.-i Konsumeni Telahi Melanggari kewajibani konsumeni yangi dii aturi dalami Pasali 29i i ayati (2)i Undang-undangi Nomori 30i Tahuni 2009i tentangi ketenagalistrikan,i yangi manai Tindakani Konsumeni memasangi Lampui padai Toweri miliki Termohon/Tergugat/Konsumeni dengani menyadapi langsungi sebelumi masuki kwhi meteri menggunakani kabeli warnai hitami jenisi kabeli NYYHYi ukurani 2i xi 0.75i mmi tersebuti dapati menimbulkani bahayai ketenagalistrikan,i dengani demikiani Termohon/Tergugat/Konsumeni tidaki menjalankani kewajibannyai sebagaii konsumeni yaknii dalami melaksanakani pengamanani terhadapi bahayai yangi mungkini timbuli akibati pemanfaatani tenagai listriki sertai menjagai keamanani instalasii miliki Konsumeni dani Konsumeni tidaki menjalankani kewajibannyai sebagaii konsumeni yaknii dalami hali memanfaatkani tenagai listriki sesuaii porsinya,i yangi manai berdasarkani temuati P2TLi didapaii hasili pengukurani bebani 1.7i Ai yangi digunakani untuki lampui penerangani toweri dengani melakukani sadapi langsung.i Olehi karenai itui PLNi berhaki melakukani pemutusani sementara,i pembongkarani rampung,i pembayarani tagihani susulani dani pembayarani biayai P2TLi lainnyai yangi ditujukani kepadai konsumeni karenai tindakannyai yangi merugikani PLN.
Pasali 21i Peraturani pemerintahi Nomori 3i tahuni 2005i tentangi Penyediaani Dani Pemanfaatani Tenagai Listriki :
1. Setiapi usahai penyediaani tenagai listriki wajibi memenuhii ketentuani mengenaii keselamatani ketenagalistrikan
2. Ketentuani keselamatani ketenagalistrikani sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i meliputii standardisasi,i pengamanani instalasii tenagai listriki dani pengamanani pemanfaati tenagai listriki untuki mewujudkani kondisii andali dani amani bagii instalasii dani kondisii amani darii bahayai i bagii manusiai sertai kondisii akrabi lingkungan.
3. Pekerjaani instalasii ketenagalistrikani untuki penyediaani dani pemanfaatani tenagai listriki harusi dikerjakani olehi Badani Usahai Penunjangi Tenagai Listriki yangi disertifikasii olehi lembagai sertifikasii yangi terakreditasi.
4. Dalami hali dii suatui daerahi belumi terdapatBadani Usahai PenunjangTenagai Listriki yangi telahi disertifikasii sebagaimanai dimaksudi padai ayati (3),iMernteri,i Gubernuri ataui Bupati/Walikotai sesuaii kewenangannyai dapati menunjuki Badani Usahai Penunjangi Tenagai Listrik.
5. Dalami hali belumi adai lembagai sertifikasii yangi telahi diakreditasii sebagaimanai diamsudi padai ayati (3)i,i Menteri,i Gubernur,i ataui Bupati/Walikotai sesuaii kewenangannyai dapatmenunjuki lembagai sertifikasi.
6. Pemeriksaani dani pengujiani instalasii penyediaani tenagai listriki dani instalasii pemanfaatani tenagai listrii tegangani tinggii dani tegangani menengahi dilaksanakani olehi lembagai insprksii tekniki yangi diakreditasii olehi lembagai yangi berwenang.
7. Pemeriksaani instalasii pemanfaatani tenagai listriki konsumeni tegangani rendahi dilaksanakani olehi suatui lembagai inspeksii independeni yangi sifati usahanyai nirlabai dani ditetapkani olehi Menteri.
8. Pemeriksaani instalasii tegangani rendahi yangi dimilikii olehi konsumeni tegangani tinggii dan/ataui konsumeni tegangani menengahi dilakukani olehi lembagai inspeksii sebagaimani dimaksudi padai ayati (6).
9. Setiapi tenagai tekniki yangi bekerjai dalami usahai ketenagalistrikani wajibi memilikii sertifikati kompetensii sesuaii peraturani perundang-undangan.
10. Untuki jenis-jenisi usahai penunjangi tenagi listriki sebagaimanai dimaksudi padai ayati (3)iyangi berkaitani dengani jasai konstruksii diaturi tersendirii dalami peraturani perundang-undangani dii bidangi jasai Konstruksi.
Pasali 7i Undang-i Undangi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumen.
Kewajibani Produseni :
1. Beritikadi baiki dalami kegiatani usahanya;i 
2. Memberikani informasii yangi benar,i jelas,i dani jujuri mengenaii kondisii dani jaminani barangi dan/ataui jasai sertai memberikani penjelasan,i penggunaan,i perbaikani dani pemeliharaan;
3. Memperlakukani ataui melayanii konsumeni secarai benari dani jujuri sertai tidaki diskriminatif;
4. Menjamini mutui barangi dan/ataui jasai yangi diproduksii dan/ataui diperdagangnkani berdasarkani ketentuani standarti mutui dan/ataui jasai yangi berlaku;
5. Memberii kesempatani kepadai konsumeni untuki mengujii dan/ataui mencobai barangi dan/ataui jasai yangi dibuati dan/ataui yangi diperdagangkan;
6. Memberii kompensasi,i gantii rugi,i dan/ataui penggantiani atasi kerugiani akibati penggunaan,i pemakaian,i dani pemafaatani barangi dan/ataui jasai yangi diperdagangkan;
7. Memberii kompensasii gantii rugii dan/ataui menggantikani bilai barangi dan/ataui jasai yangi diterimai ataui dimanfaatkani tidaki sesuaii dengani perjanjian.
Kewajibani Produseni diatasi padai poini 6i dijelaskani bahwai produseni berhaki memintai gantii rugii akibati penggunaani jasai ataui barangi yangi produseni berikan,i didalami kasusi yangi dialamii olehi PTi PLNi dani PTi Indosati dijelaskani bahwai terdapati penyalahgunaani KWHi meteri ataui penyadapani langsungi sebelumi masuki KWTi Meteri menggunakani kabeli warnai hitami jenisi kabeli NYYHYi ukurani 2i xi 0.75i mmi tersebuti dani dapati menimbulkani bahayai ketenagalistrikan.i Dengani adanyai buktii tersebuti PTi PLNi memintai gantii rugii atasi KWHi Meteri yangi selamai inii digunakani olehi PTi Indosat.
Kewajibani produseni padai poini 2i sudahi dijalankani olehi PTi PLNi sebelumi pencabutani KWHi Meteri secarai sepihaki berupai tegurani pemutusani sementarai sesuaii aturani yangi telahi diberikani olehi PTi PLNi berdasarkani pasali 14i ayati (1)i peraturani direksii PTi PLNi berupai Pemutusani sementara,i Pembongkarani rampung,i Pembayarani Tagihani Susulan,i Pembayarani biayai P2TL.i Berdasarkani hali tersebuti makai tindakani selanjutnyai petugasi P2TLi melakukani pemutusani dani pembongkarani rampungi KWHi Meteri miliki Konsumeni telahi sesuaii dengani ketentuani yangi diaturi dalami Peraturani Direksii PTi PLNi Nomori 088-Z.P/DIR/2016i tentangi Penertibani Pemakaiani Tenagai Listrik.
PTi PLNi 	mengalamii kerugiani berdasarkani beritai acarai hasili pemeriksaani penertibani pemakaiani tenagai listriki 3i frasai Nomori 701252/APKB/P2TL/2016i padai tanggali 2i Novemberi 2016i adalahi Pemohon/Penggugat/Pelakui Usaha,i hali inii dikarenakani adanyai pelanggarani golongani IIIi yangi manai adanyai alirani tenagai listriki yangi tidaki melaluii pembatasi dani tidaki melaluii pengukuran,i dengani sudahi menjadii tanggungi jawabi sertai kewajibani konsumeni untuki menggantii kerugiani yangi dialamii Pelakui usahai yangi jugai merupakani kerugiani Negarai karenai pelakui usahai merupakani Badani Usahai Miliki Negarai sebagaimanai diaturi dalami pasali 29i ayati (3)i UUi Nomori 30i Tahuni 2009i tentangi Ketenagai Listrikani yangi menyatakani “Konsumeni Bertanggungi Jawabi apabilai karenai kelalaiannyai mengakibatkani kerugiani pemegangi izini usahai penyediaani tenagai listrik”.i PTi Indosati jugai wajibi untuki bertanggungi jawabi atasi kerugiani yangi dialamii olehi PTi PLNi dani jugai sekaligusi kerugiani Negarai dengani melunasii tagihani susulani yangi diaturi dalami ketentuani Pasali 14i ayati (2)i hurufi ci Peraturani Menterii Energii dani Sumberi Dayai Minerali Noi 33i Tahuni 2014i tentangi tingkati mutui pelayanani dani biayai yangi terkaiti dengani Penyalurani Tenagai Listriki olehi Perusahaani Perseroani (Persero)i PTi Perusaahaani Listriki Negarai J.Oi Pasali 15i ayati (1)i hurufi di angkai 2i Peraturani Direksii PTi PLNi (Persero)i Nomori 088-2P/DIR/2016i Tentangi Penertibani Pemakaiani Tenagai Listrik.
Dalami kasusi PT.i PLNi melawani PT.i Indosati yangi sebelumnyai telahi diputusi olehi Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni (BPSK)iKotai Pekanbarui dengani Nomori 001/BPSK//PKR-SEKT/2017,i tanggali 10i Mareti 2017,i PTi PLNi selakui pelakui usahai mengajukani keberatani atasi Putusani yangi telahi diputuskani olehi BPSKi Kotai Pekanbarui tersebuti dengani alasi ani hukumi sebagaii berikuti :
1. Bahwai Pemohon/Penggugat/Pelakui Usahai MENOLAKi secarai tegasi dalili dalili Termohon/Tergugat/Konsumeni yangi dicantumkani olehi Majelisi BPSKi dalami perkarai ai quoi kecdualii yangi dinyatakani secarai tergasi kebenarannyai olehi Pemohon/Penggugat/Pelakui Usaha.
2. Majelisi Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni (BPSK)i telahi bertindaki melampauii batasi Kewenangannya.
3. Putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui No.i 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017i dalami perkarai ai quoi padai amari poini 2i tidaki sesuaii dengani faktai dani buktii Dokumen.
4. i Putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui No.i 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017i dalami perkarai ai quoi padai amari poini 3i tidaki dapati diterima.
5. Putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui No.i 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017i dalami perkarai ai quoi padai amari poini 4i tidaki sesuaii dengani faktai dani buktii Dokumen.
Berdasarkani ketentuani Pasali 11i ayati 2i Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 2009i tentangi ketenagalistrikani yangi selanjutnyai disebuti Undang-Undangi Ketenagalistrikani dapati dipahamii bahwai penguasaani negarai terhadapi penyediaani tenagai listriki diembani olehi Badani Usahai Miliki Negarai ,i Badani Usahai Miliki Negarai yangi dimaksudi disinii yaitui badani usahai dibidangi penyediaaani tenagaai listrik.i PT.PLNi (Persero)i merupakani badani usahai miliki negarai yangi diberii kuasai ketenagalistrikani olehi pemerintah,i sesuaii dengani Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 2009.Tugasi utamai PT.PLNi adalahi melaksanakani usahai penyediaani tenagai listriki bagii kepentingani umumi yangi tertuangi dalami pembukaani Undang-Undangi Dasari 1945i dani sebagaii ujungi tombaki pelayanani dibidangi jasai ketenagalistrikan.
Tahuni 2017i terdapati suatui perkarai yangi terjadii antarai PT.PLNi dengani PT.INDOSATi i yangi diputuskani olehi Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni (BPSK)i Kotai Pekanbarui dengani Nomori Putusani 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017i padai tanggali 10i mareti 2017.i Amari putusani mengabulkani sebagiani permohonani PTi INDOSAT,i menghukumi PTi PLNi untuki memasangi kembalii Kwhi meteri miliki pemohoni PTi INDOSATi sepertii semula,i menghukumi PTi PLNi untuki membayari kerugiani konsumeni sebesari Rp.45.645.500i sejaki perkarai tersebuti mempunyaii kekuatani hukumi tetap,i menyatakani dendai tagihani susulani tidaki sah,i menolaki tuntutani PTi PLNi untuki sebagian.i Dalami putusani tersebuti penggugati merasai keberatani dengani pertimbangani hakimi dani putusani BPSKi Pekanbarui karenai putusani tersebuti cacati formal,i bertentangani dengani aturani hukumi sehinggai harusi dibatalkani ataui dinyatakani tidaki mempunyaii kekuatani hukum.
Gugatani keberatani yangi diajukani olehi PTi PLNi terhadapi putusani BPSKi Pekanbarui yaitui PTi PLNi menolaki secarai tegasi dalil-dalili PTi INDOSATi yangi dicantumkani olehi Majelisi BPSKi dalami perkarai aquoi kecualii yangi dinyatakani secarai tegasi kebenarannyai olehi PTi PLN.i Badani penyelesaiani sengketai konsumeni telahi bertindaki melampauii batasi kewenangannya,i memaksakani kehendak,i mengabaikani pedomani penyelesaiani sengketai konsumeni aquoi sehinggai didalami persidangani Majelisi BPSKi salahi dalami menerapkani hukum.i Penyelesaiani sengketai konsumeni dii BPSKi harusi sesuaii dengani ketentuani yangi diaturi dakami Pasali 4i Keputusani Menterii Perindustriani dani Perdagangani RIi Nomor:350/MPP/Kep/12/2001i tentangi Pelaksanaani Tugasi dani Wewenangi BPSK.i Berdasarkani Pasali tersebuti penyelesaiani sengketai konseumeni melaluii BPSKi harusi dilakukani dengani memilihi prosesi penyelesaiani sengketai yangi meliputii Konsiliasi,i Mediasi,i dani Arbitrase.i Prosesi penyelesaiani sengketai merupakani pemilihani yangi dipilihi berdasarkani kesepakatani parai pihaki namuni apabilai tidaki didapatii katai sepakati makai dengani demikiani penyelesaiani sengketai tersebuti tidaki biasi dilanjutkani dii BPSK.
Padai prakteknyai BPSKi memaksakani arbitrasei sebagaii jaluri penyelesaiani sengketai tersebuti tanpai tandai tangani PTi PLN,i padahali PTi PLNi secarai tegasi menolaki carai penyelesaiani sengketai dengani arbitrasei melainkani memintai penyelesaiani sengketai dengani carai mediasi.i Dalami hali tersebuti ketuai BPSKi harusi menggugurkani permohonani pemohoni karenai telahi melewatii batasi waktui penyelesaiani sengketai konsumeni yaknii 21i harii kerjai dii BPSKi sebagaimanai diaturi dalami Pasali 38i Keputusani Menterii Perindustriani dani Perdagangani RIi nomor:350/MPP/Kep/12/2001i yangi menyatakani “i Majelisi wajibi menyelesaikani sengketai konsumeni selambat-lambatnyai dalami waktui 21i harii kerjai terhitungi sejaki gugatani diterimai olehi BPSK.”.i berdasarkani Pasali itui jelasi bahwai permohonani darii PTi PLNi harusi ditolaki karenai gugatani didaftarkani padai tanggali 28i Novemberi 2016i dengani jawabani gugatani itui dibuati telahi melampauii batasi waktui penyelesaiani sengketai yaknii selamai 21i harii kerjai terhitungi sejaki gugatani diterimai olehi BPSK.i Jikai penyelesaiani tersebuti tetapi dilanjutkani makai Majelisi BPSKi telahi menyimpangi darii ketentuani yangi berlaku.i Putusani BPSKi tidaki dapati diterimai olehi PTi PLNi karenai ditemukani pelanggarani berupai ditemukani sadapi langsungi sebelumi masuki Kwhi meteri menggunakani kabeli berjenisi NYYHYi berwarnai hitami dengani ukurani 2x0.75mm.i Hasili pengukurani bebani 1.7Ai peruntukani lampui penerangani tower,i hali inii sangati jelasi telahi terjadii penyalahgunaani pemakaiani tenagai listriki diPersili tergugat.i Apabilai PTi INDOSATi tetapi ingini memasangi kembalii Kwhi meteri miliknyai makai harusi terlebihi dahului menyelesaikani tagihani susulani atasi P2TLi PTi INDOSATi sebesari Rp.97.121.429,-i PTi INDOSAT.i 
Upayai keberatani terhadapi putusani BPSKi tentangi pelanggarani pemakaiani listrik.i Karenai tidaki semuai konsumeni yangi mengajukani keberatani dilandasii dengani itikadi yangi baik,i adapuni seorangi konsumeni pelanggani listriki yangi telahi mencurii listriki kemudiani malahi mengajukani upayai keberatani padai pihaki perusahaani pemasoki listriki yaknii PTi PLNi yangi telahi dirugikani olehi PTi INDOSAT.i Didalami hali inii PTi INDOSATi telahi melanggari Pasali 6i hurufi (b)i Undang-Undangi Perlindungani Konsumeni tentangi haki produseni yangi menjelaskani bahwai :
“hakiuntuki mendapati perlindungani hukumi darii tindakani konsumeni yangi beritikadi tidaki baik.”

Duduki perkarai pertamai yangi diajukani PTi Indosati kepadai Badani Peneyelesaiani Sengketai Konsumeni adalahi tindakani Pelakui Usahai (PLN)i tidaki sesuaii proseduri saati pembongkarani rampungi sebagaimanai Peraturani Direksii PT.PLNi (Persero)i Nomori 088.Z.P/DIR/2016i tentangi penertibani pemakaiani tenagai listriki dimanai tidaki didahuluii dengani teguran,i panggilan,i peringatan,i dalami pembongkarani sebagaimanai prosedurnyai yaitui melakukani pemutusani dani pembongkarani rampungi KWHi meteri termohoni keberatani olehi karenai tidaki melaluii proseduri administrasii pemasangani lampui penerangani jalani umumi (PJU)i kecualii kualitasi produki jasai yangi dikeluarkani olehi PLNi yangi merugikani konsumen,i makai sengketai inii tidaki termasuki sengketai antarai pelakui usahai dengani konsumeni yangi menuntuti gantii rugii atasi kerusakani pencemarani dan/ataui kerugiani akibati mengonsumsii barangi dan/ataui memanfaatkani jasa.
Uraiani tersebuti dii ataspertimbangani Majelisi Hakimi berpendapati bahwai alasani keberatani Pemohoni cukupi beralasani hukumi dani dapati dibenarkani bahwai sesungguhnyai perkarai tersebuti bukani sengketai konsumeni yangi dapati diselesaikani dani diputusi olehi BPSKi Kotai Pekanbarui olehi karenanyai BPSKi Kotai Pekanbarui telahi melampauii kewenangannya.i Beritai Acarai Hasili Pemeriksaani Penertibani Pemakaiani Tenagai Listriki (P2TL)i Instalasi/Sambungani listriki 3i fasai NO:i 701252/APKB/P2TL/XI/2016i Padai tanggali 2i Novemberi 2016i ditemukani pelanggarani yangi dilakukani olehi PTi Indosati adalahi ditemukannyai sadapi langsungi sebelumi masuki KWHi Meteri menggunakani kabeli warnai hitami jenisi kabeli NYYHYi ukurani 2i xi 0.75i mmi dengani hasili pengukurani bebani 1.7Ai peruntukani lampui penerangani tower.i Hali tersebuti sangatlahi jelasi bahwai telahi terjadii penyalahgunaani pemakaiani tenagai listriki Persili PTi PLN.i olehi karenai itu,i untuki memasangi kembalii KWHi Metermiliki Tergugat,i PTi Indosati harusi terlebihi dahului menyelesaikani tagihani susulani atasi P2TLi Tergugati sebesari Rp.i 97.121.429.-i .
Pasali 29i ayati (2)i Undang-Undangi No.30i Tahuni 2009i tentangi ketenagalistrikan,menyatakani :
Konsumeni Wajibi :
a. Melaksanakani pengamanani terhadapi bahayai yangi mungkini timbuli akibati pemanfaatani tenagai listrik;
b. Menjagai keamanani instalasii tenagai listriki miliki konsumen;
c. Memanfaatkani tenagai listriki sesuaii dengani peruntukannya;
d. Membayari tagihani pemakaiani listriki dan;
e. Mentaatii persyaratani teknisi dii bidangi ketenagalistrikan.
Pasali tersebuti diatasi jelasi bahwai PTi Indosati telahi melanggari kewajibani konsumeni yangi diaturi didalami Pasali 29i ayati (2)iUUi Noi 30i Tahuni 2009i tentangi ketenagalistrikani yangi manai tindakani PTi Indosati memasangi lampui padai toweri miliki PTi Indosati dengani menyadapi langsungi sebelumi masuki KWHi meteri dani dapati menimbulkani bahaya,i olehi karenai itui PTi PLNi memutusi KWHi Meteri dani sudahi dengani proseduri yangi sesuaii dengani aturan.
Pemasangani KWHi Meteri yangi barui untuki penerangani jalani umumi padai daerahi tersebuti akani dipasangi kembalii sesuaii dengani peraturani yangi adai Berdasarkani Peraturani Pemerintahi NOi 65i Tahuni 2001i tentangi Pajaki Daerah,ipadai Babi 10i diaturi tentangi Pajaki Penerangani Jalan.
Penerangani Jalani Umumi (PJU)iresmii :
a. Miliki Pemerintahi Kotai ataui Kabupaten;
b. PJUi yangi bukani miliki Pemerintahi Daerahi beradai dikawasani perumahani (Developer)i Kawasani Industri.
PJUi resmii setiapi bulannyai adai yangi bertanggunggi jawabi untuki membayari rekeningi listriki kepadai PLN.
Pemasangani PJUi resmii :
a. PJUi Resmii dipasangi dengani systemi abonemeni ataui dengani KWHi Mterei dani dikenakani tariffi P3;
b. Dipasangi padai tiangi listriki PLNi ataui khususi PJU;
c. Disambungi darii Jaringani Tegagani Rendahi (JTR)i ataui Jaringani Khususi PJUi yangi dibanguni sendirii olehi PEMDA;
d. Pelanggan/Masyarakati dapati mengajukani PJUi kei PEMDAi untuki Daerahi yangi gelapi ataui rawani kriminalitas,i dengani memenuhii beberapai persyaratani perizinani resmii darii PEMDA;
e. Objeki Pajaki Jalani adalahi penggunai tenagai listrik,i diwilayahi daerahi yangi tersediai penerangani jalani yangi rekeningnyai dibayari Pemerintahi Daerah.
Apabilai seseorang/masyarakat/konsumeni dirugikani karenai perbuatani seseorangi lain,i sedangi diantarai merekai tidaki terdapati suartui perjanjiani makai berdasarkani undang-undngi dapati jugai timbuli ataui terjadii hubungani hukumi antarai orangi tersebuti yangi menimbulkani kerugiani itu.i Hali tersebuti diaturi dii dalami pasali 1365i KUHPerdata.Berdasarkani uraiani kasusi diatas,i dijelaskani bahwai terjadii kesalahani Administrasii padai prosesi Penerangani Jalani Umumi yangi merugikani PTi PLNi i dimanai seharusnyai yangi membutuhkani penerangani jalani harusi mengajukani permohonani kei Dinasi Kebersihani dani Pertamanani melaluii surati Rekomendasii yangi disampaikani kepadai PLNi untuki pemasangani lampui Penerangani Jalani Umum.i Jadii perlindungani hukumi untuki PTi PLNapabilai PTi INDOSATi i melakukani tindakani yangi secarai nyatai telahi melanggari hak-haki produseni makai konsumeni telahi melanggari yangi sudahi dijelaskani dii Pasali 6i Undang-Undangi Nomori 8i tahuni 1999i tentangi perlindungani konsumeni karenai hal-hali yangi melanggari Pasali 6i tersebuti dapati merugikani pelakui usaha.i Jikai dibandingkani dengani ketentuani umumi Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdata,i tampaki bahwai pengaturani Undang-Undangi perlindungani konsumeni lebihi spesifik.i Karenai dii Undang-Undangi perlindungani konsumen,i pelakui usahai ataui produseni harusi melakukani kegiatani usahai dengani itikadi baik,i mampui menciptakani iklimi usahai yangi kondusifi tanpai persaingani yangi curangi atasi produseni lain.
3.2 Bentuk Tanggung Jawab PT.INDOSAT atas Kerugian yang Dialami  PT.PLN Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik.
Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkaarakan.Dalam kamus hukum, Tanggung Jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[footnoteRef:41]Artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan diperkarakan dan sebagainya.Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang mau berkorban untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak. [41: Andi Hamzah, Kamus Hukum,Ghalia Indonesia, 2005. H 9] 

Menurut Hukum Tanggung Jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan-perbuatan.[footnoteRef:42] Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yangmenyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sealigus berupa hal yang melahirkan kewajiban untuk orang lain dan untuk memberi pertanggung jawabannya.[footnoteRef:43]Menurut Hukum Perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (strick liabily).[footnoteRef:44] Prinsip Dasar Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahn karena merugikan orang lain. Sebaiknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya. [42: Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 45]  [43: Titik Triwulan dan Shinta Febrian,  Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010, h. 48.]  [44: Ibid, h. 49] 


3.2.1 Pemutusan KWH Meter oleh PT.PLN dan Ganti Rugi oleh PT.INDOSAT Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik.
Beritai Acarai Hasili Pemeriksaani Penertibani Pemakaiani Tenagai Listriki (P2TL)i Instalasii /i Sambungani Listriki 3i Fasai Noi :i 701252/APKB/P2TL/XI/2016i padai tanggali 2i Novemberi 2016i ditemukani beberapai pelanggarani yangi dilakukani olehi PTi Indosati yaitui ditemukannyai sadapi lamgsungi sebelumi masuki KWHi Meteri menggunakani kabeli warnai hitami jenisi kabeli NYYHYi ukurani 2x0.75i mmi dengani hasili pengulurani bebani 1.7i Ai peruntukani lampui penerangani tower.i Pelanggarani yangi dilakukani olehi PTi Indosati termasuki pelanggarani IIIi (Pi III)i yangi manai adanyai alirani tenagai listriki yangi tidaki melaluii pembatasi dani tidaki melaluii pengukuran.i Dengani demikiani sudahi menjadii tanggungi jawabi sertai kewajibani konsumeni untuki menggantii kerugiani yangi dialamii olehi PT.PLNi (Persero)i dani jugai merupakani kerugiani Negarai karenai PTi PLNi (Persero)i merupakani Badani Usahai Miliki Negara,i sebagaimanai diaturi dalami pasali 24i ayati (3)i UUi No.30i Tahuni 2009i tentangi Ketenagalistrikani yangi menyatakani “Konsumeni Bertanggungi Jawabi apabilai karenai kelalaiannyai mengakibatkani kerugiani pemegangi izini usahai penyediaani tenagai listrik”.
Tindakani P2TLi dengani melakukani pemutusani dani pembongkarani rampungi KWHi meteri pemohoni telahi sesuaii dengani ketentuani dalami peraturan.i Direksii PT.PLNi (Persero)i Nomori 088-Z.P/DIR/2016i tentangi Penertibani Pemakaiani Tenagai Listrik.i Pasali 17i ayati (2)i Peraturani Direksii PTi PLNi (Persero)i Nomori 088-Z.P/DIR/2016i tentangi Penertibani Pemakaiani Tenagai Listriki bahwai Penyambungani kembalii bagii pelanggani yangi telahi dikenakani pembongkarani rampungi diberlakukani sebagaii pelanggani pasangi barui telahi melunasii Tagihani susulani sertai biayai P2TLi lainnyai dan/ataui telahi menandatanganii SPHi dani telahi melunasii angsurani pertama.i Untuki memasangi kembalii KWHi Meteri miliki PTi Indosat,i PTi Indosati harusi terlebihi dahului menyelesaikani Tagihani Susulani atasi P2TLi Tergugasi sebesari Rp.i 97.121.429.-i (Sembilani Puluhi Tujuhi Jutai Seratusi Duai Puluhi Satui Ribui Empati Ratusi Duai Puluhi Sembilani Rupiah)i dani membatalkani Putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui Nomor:001/BPSK/PKR-SEK/1/2017i tanggali 23i Februarii 2017.
Putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Pekanbarui Nomori :i 001/BPSK/PKR-SEK/1/2017,i tanggali 23i Februarii 2017i yangi menyatakan,i mengabulkani permohonani untuki sebagian,i menghukumi PTi PLNi untuki memasangi kembalii KWHi Meteri Miliki PTi Indosati sepertii semula,i menghukumi PTi PLNi untuki membayari kerugiani konsumeni sebesari Rp.46.645.500.-i (Empati Puluhi Enami Jutai Enami Ratusi Empati Puluhi Limai Ribui Limai Ratusi Rupiah)i sejaki perkarai inii mempunyaii kekuatani hukumi tetap,i menyatakani dendai tagihani susulai sebesari Rp.i 97.121.420.-i (Sembilani Puluhi Tujuhi Jutai Seratusi Duai Puluhi Satui Ribui Empati Ratusi Duai Puluhi Rupiah)i adalahi tidaki sah,i dani menolaki tuntutani pemohoni untuki sebagian.
Terdapati sejumlahi kerugiani yangi ditolaki dalami putusani BPSKi bahwai akibati Pencabutai KWHi Meteri PTi PLNi harusi membayari kerugiani yangi dialamii PTi Indosati yangmembutuhkani biayai sebagaii berikuti :
a. PTi Indosati Menyewai Genseti Permaneni untuki penerangani tersebuti dengani biayai perbulani sebesari Rp.3.500.000.-i (Tigai Jutai Limai Ratusi Ribui Rupiah)i dengani totali sewai sampaii saati inii Rp.i 14.000.000.-i (Empati Belasi Jutai Rupiah);
b. Bahani bakari mesini genseti dengani konsumsii per-harinyai 36,5i literi sejaki pertanggali 2i Novemberi 2016i hinggai kinii sebesari RP.30.000.000.-i (Tigai Puluhi Jutai Ribui Rupiah);
c. Kerugiani akibati tidaki terlayaninyai konsumeni penggunai jaringani Telekomunikasii yangi disediakani olehi PTi Indoasti sebesari kurangi lebihi RP
d. .100.000.000.-i (Seratusi Jutai Ribui Rupiah);
e. Jumlahi seluruhi kerugiani yangi kamii tanggungi akibati pemutusani sepohaki yangi dilakukami olehi Timi P2TLi Areai Pekanbarui sebesari lebihi kurangi RP.144.000.000.-i (Seratusi Empati Puluhi Empati Jutai Ribui Rupiah).

3.2.2  Bentuk Ganti Rugi terhadap Masyarakat untuk Penerangan Jalan Setempat.
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor : 701252701252/APKB/P2TL/XI/2016 Pada tanggal 2 November 2016 Tersebut, telah terjadi pelanggaran golongan III (P III) yakni merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tigkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang menyatakan, “Pelanggaran Golongan III (P III) Merupakan Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi”.
Pasali 14i ayati (2)i hurufi ci Peraturani Energii dani Sumberdayai Minerali Nomori 33i Tahuni 2014i tentangi Tingkati Mutui Pelayanani dani Biayai yangi Terkaiti ddengani Penyalurani Tenagai Listriki olehi Perusahaani Perseroani (Persero)i PTi Perusahaani Listriki Negarai Jelasi diaturi Perhitungani Tagihani Susulani terhadapi Pelanggarani Golongani IIIi yangi selanjutnyai disebuti TSi 3i sebagaii berikuti “TSi 3=i TS1+TS2”i demikiani pulai halnyai diaturi dalami Peraturani Direksii PTi PLNi (Persero)i PTi PLNi (Persero)i Nomori 088-Z.P/DIR/2016i tentangi Penertibani Pemakaiani Tenagai Listrik.i PTi Indosati diwajibkani membayari tagihani susulani sesuaii dengani perhitungani yangi telahi diaturi dalami peraturani yangi berlakui sebesari Rp.i 97.121.429.-i (Sembilani Puluhi Tujuhi Jutai Seratusi Duai Puluhi Satui Ribui Empati Ratusi Duai Puluhi Sembilani Rupiah).
Buktii yangi ditemukani dilapangani yangi merupakani Efideni darii kegiatani P2TLi dii persili PTi PLNi dapati dilihati bahwai terbuktii PTi Indosati telahi ditemukani pelanggarani pemakaiani tenagai listrik.Dimanai pemasngani lampui untuki Penerangani Jalani Umumi jauhi darii jalani umum,i sehinggai dapati disimpulkani bahwai penerangani tersebuti diperuntukkani padai tower.i Sedangkani kesaksiani Bapaki RTi 03i (Sunarto)i padai Persidangani BPSKi yangi menyatakani bahwai Beliaui mengajukani permohonani untuki menumpangkani pemasangani lampui penerangani jalani padai toweri PTi Indosati sehubungani dengani tidaki adanyai penerangani jalani dani tiangi untuki pemasangani lampui dillingkungani ataui jalani tersebut,i selanjutnyai untuki i menyikapii permohonani tersebuti makai PTi Indosati menumpangkani pemasangani lampui penerangi jalani padai toweri tersebuti dani yangi memasangkani adalahi petugasi Indosat,i sedangkani berdasarkani Surati Perjanjiani Juali Belii Tenagai Listriki Nomori PJBTL/181400511407249363i antarai PTi PLNi dengani ISAT-STP-06BKG026i dijelaskani bahwai peruntukani pemasangani listriki hanyai untuki kebutuhani pemakaiani tenagai listriki darii ISAT-STP06BKG026.i Dengani demikian,i tindakani Indosat-STPi untuki melakukani pemasangani lampui yangi diperuntukkani untuki Penerangani Jalani Umumi yangi dimaksudi dalami gugatani pemohoni tersebuti tidaki sesuaii dengani ketentuani yangi berlaku.i Atasi kejadiani tersebuti dapati dibuktikani bahwai terjadii kesalahani administrasii padai prosesi penerangani jalani umum.i Dimanai yangi seharusnyai adalahi wargai yangi membutuhkani penerangani jalani harusi mengajukani permohonani kei Dinasi Kebersihani dani Pertamanan,i kemudiani akani disetujuii olehi Dinasi Kebersihani dani Pertamanani melaluii surati rekomendasii yangi disampaikani kepadai PLNi untuki pemasangani lampui Penerangani Jalani Umumi (PJU)i dengani ketentuani PJUi Resmii dipasangi dengani systemi abonemeni ataui dengani KWHi meteri dani dikenakani tarifi P3,i dipasangi padai tiangi listriki PLNi ataui tiangi khususi PJU,i disambungi darii jaringani Tegangani Rendahi (JTR)i /i Jaringani Khususi PJUi yangi dibanguni sendirii olehi PEMDA,i Pelanggani /i Masyarakati dapati mengajukani PJUi kei PEMDAi untuki daerahi yangi gelapi /i rawani kriminalitas,i dengani memenuhii beberapai persyaratani perizinani resmii darii PEMDAi dani Objeki Pajaki Jalani adalahi penggunai tenagai listrik,i diwilayahi daerahi yangi tersediai penerangani jalani yangi rekeningnyai dibayari Pemerintahi Daerah. 
3.3    Ratio Decidendi (Dasar Pertimbangan Hakim) dalam Putusan Nomor 72/Pdt Sus-BPSK/2017/PN Pbr.
Pertimbangani hakimi merupakani salahi satui aspeki terpentingi dalammenentukani terwujudnyai nilaii darii suatui putusani hakimi yangi mengandungi keadilani dani kepastiani hukum,i dii sampingi itui jugai mengandungi manfaati bagii parai pihaki yangi bersangkutani sehinggai pertimbangani hakimi inii harusi disikapii dengani teliti,i baik,i dani cermat.i Apabilai suatui pertimbangani hakimi dibuati dengani tidaki teliti,i baik,i dani cermati makai putusani hakimi yangi berasali darii pertimbangani hakimi tersebuti akani dibatalkani olehi Pengadilani Tinggi/i Mahkamahi Agung.i Undang-Undangi Nomori 48i tahuni 2009i tentangi Kekuasaani Kehakimani dalami pasali 5i ayati (1)i menyatakani bahwai “hakimi dani hakimi konstitusii wajibi menggali,i mengikuti,i dani memahamii nilai-nilaii hukumi dani rasai keadilani yangi hidupi dalami masyarakat”i dani jugai dalami ayati (2)i dani (3)i jugai menjelaskani bahwai “(2)i hakimi dani hakimi konstitusii harusi memilikii integritasi dani kepribadiani yangi tidaki tercela,i jujur,i adil,i profesional,i dani berpengalamani dii bidangi hukum.i (3)i hakimi dani hakimi konstitusii wajibi menaatii Kodei Etiki dani Pedomani Perilakui Hakim”.i Pertimbangani hakimi merupakani salahi satui aspeki terpentingi dalami menentukani terwujudnyai nilaii darii suatui putusani hakimi yangi mengandungi keadilani dani kepastiani hukum,i dii sampingi itui jugai mengandungi manfaati bagii parai pihaki yangi bersangkutani sehinggai pertimbangani hakimi inii harusi disikapii dengani teliti,i baik,i dani cermat.i Apabilai suatui pertimbangani hakimi dibuati dengani tidaki teliti,i baik,i dani cermati makai putusani hakimi yangi berasali darii pertimbangani hakimi tersebuti akani dibatalkani olehi Pengadilani Tinggi/i Mahkamahi Agung.i Undang-Undangi Nomori 48i tahuni 2009i tentangi Kekuasaani Kehakimani dalami pasali 5i ayati (1)i menyatakani bahwai “hakimi dani hakimi konstitusii wajibi menggali,i mengikuti,i dani memahamii nilai-nilaii hukumi dani rasai keadilani yangi hidupi dalami masyarakat”i dani jugai dalami ayati (2)i dani (3)i jugai menjelaskani bahwai “(2)i hakimi dani hakimi konstitusii harusi memilikii integritasi dani kepribadiani yangi tidaki tercela,i jujur,i adil,i profesional,i dani berpengalamani dii bidangi hukum.i (3)i hakimi dani hakimi konstitusii wajibi menaatii Kodei Etiki dani Pedomani Perilakui Hakim”.
Dalami mengadilii suatui perkarai hakimi harusi melaksanakani tigai tindakani :
1. “Tahapi pertama,i mengkonstatasii yaitui mengakuii ataui membenarkani telahi terjadii peristiwai yangi telahi diajukani olehi parai pihaki dii mukai persidangan.i Syarati yangi dibutuhkani terhadapi hali inii adalahi peristiwai kongkreti harusi dibuktikani terlebihi dahulu.i 
2. Tahapi kedua,i mengkualifikasii yaitui menilaii peristiwai yangi telahi dianggapi terjadii termasuki dalami hubungani hukumi ataui menentukani hukumnyai terhadapi peristiwai yangi telahi dikonstatasii dengani jalani menerapkani peraturani hukumi terhadapi peristiwai tersebut.i 
3. Tahapi ketiga,i mengkonstitusii yaitui menetapkani hukumnyai ataui mengambili kesimpulani darii peraturani hukumnyai (Premissei mayor)i dani peristiwanyai (premissei minor)”.[footnoteRef:45] [45: Fence. M. Wantu, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata), h. 43] 

Hakimi harusi mencarii keadilani darii suatui masalah,i sehinggai hakimi wajibi mendengari dengani baiki segalai macami informasii ataui keterangani darii parai pihaki yangi didapati dalami sidangi peradilani acarai perdata.i Soetjiptoi Rahardjo,i mengatakani penegakani hukumi “merupakani suatui usahai untuki mewujudkani ide-idei tentangi keadilan,i kepastian,i dani kemanfaatani sosiali menjadii kenyataan.i Prosesi perwujudani ide-idei itulahi yangi merupakani hakikati darii penegaki hukumi .Keadilani jugai diartikani sebagaii pembagiani yangi konstani dani terusi menerusi untuki memberikani haki setiapi orang.Thei constanti andi perpectuali dispositioni toi renderi everyi mani hisi due.
Pengertiani yangi dijelaskani diatasi untuki mendapatkani pertanggungi jawabani olehi PTi Indosati kepadai PTi PLNi atasi Penyalagunaani Tenagai Listriki yangi dilakukani olehi PTi Indosati dengani sadapi langsungi KWHi Meteri miliki PTi PLNi yangi menimbulkani beberapai kerugiani terhadapi PTi PLNi dani Kerugiani Negarai karenai PTi PLNi merupakani Badani Usahai Miliki Negara.i Putusani BPSKi jugai tidaki sesuaii dengani faktai yangi adai dani sudahi keluari darii kewenangani BPSKi dalami menyelesaikani sengketai antarai PTi Indosati dani PTi PLN.i Makai dalami putusani Mahkamahi Agungi Nomori 72/Pdti Sus-BPSK/2017/PNi Pbri yangi diputuskani dalami sidingi permusyawaratani Majelisi Hakimi Pengadilani Negerii Pekanbaru,i padai harii Selasai tanggali 25i Aprili 2017i olehi Sulhanudin,i S.H.,i M.H.,i selakui Hakimi Ketua,i Sortai Riai Neva,i S.H.,i M.Hum.,i dani Abduli Aziz,i S.H.,i M.Hum.,i masing-masingi sebagaii Hakimi Anggotai yangi ditunjukkani berdasarkani Surati Penetapani Wakili Ketuai Pengadilani Negerii Pekanbaru.
Pasali 6i ayati (3)iPERMAi Nomori 1i Tahuni 2006i Keberatani terhadapi putusani Arbitrasei Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni dapati diajukani apabilai memenuhii persyaratani sebagaii berikuti :
a. Surati ataui dokumeni yangi diajukani dalami pemeriksaan,i setelahi putusani dijatuhkan,i diakuii palsui ataui dinyatakani palsu;
b. Setelahi putusani Arbitrasei Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni diambili ditemukani dokumeni yangi bersifati menentukani yangi disembunyikani olehi pihaki lawan,i atau;
c. Putusani diambili darii hasili tipui muslihati yangi dilakukani olehi salahi satui pihaki dalami pemeriksaani sengketa.
Materii keberatani darii PTi PLNi padai pokoknyai adalahi bahwai PTi PLNi tidaki menerimai putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui Nomori :i001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017i tanggali 23i Februarii 2017,i dengani alasani yangi padai pokoknyai sebagaii berikuti :
a. Bahwai Majelisi telahi memihaki salahi satui pihaki (berati sebelah);
b. Bahwai Pertimbangani Majelisi yangi dibuat-buati dani dipaksakan;
c. Bahwai Amari Putusani BPSKi yangi tidaki sesuaii faktai dani buktii dokumen;
d. Bahwai Majelisi tidaki melaksanakani sebagaimanai fungsinya;i dani atau
e. Majelisi telahi melampauii batasi kewenangannya.
Berdasarkani alasani tersebuti diatasi yangi diajukani olehi PTi PLNi adalahi diluari alasani yangi dimaksudi pasali 6i ayati (3)i PERMAi Nomori 1i Tahuni 2006,i namuni berdasarkani ketentuani pasali 6i ayati (5)i PERMAi Nomori 1i Tahuni 2006i menyatakani bahwai :i “Dalami hali keberatani diajukani atasi dasari laini diluari ketentuani sebagaimanai dimaksudi ayati (3),i Majelisi Hakimi dapati mengadilii sendirii sengketai konsumeni yangi bersangkutan,i dengani demikiani Majelisi Hakimi mengadilii sendirii perkarai aquo,i sebelumi mempertimbangkani keberatani inii Majelisi Hakimi terlebihi dahului akani mempertimbangkani tentangi kewenangani BPSK,i dimanai berdasari ketentuani pasali 45i J.Oi pasali 47i J.Oi pasali 52i hurufi ki nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumeni diihubungkani dengani pasali 2i J.Oi pasali 3i J.Oi pasali 4i Keputusani Menterii Perindustriani dani Perdagangani RIi Nomori 350/MPP/Kep/12/2001i tentangi Pelaksanaani Tugasi dani Wewenangi Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumen,i Bahwai tugasi dani wewenangi Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni adalahi menanganii dani menyelesaikani sengketai konsumeni diluari pengadilani melalui mediasi,i konsiliasi,i ataui arbitrasei berdasarkani pilihani dani persetujuani parai pihaki yangi bersangkutan.
Berdasarkani uraiani diatasi majelisi hakimi berpendapati bahwai alasani keberatani Pemohoni cukupi beralasani hukumi dani dapati dibenarkan,i bahwai sesungguhnyai perkarai aquoi bukani sengketai konsumeni yangi dapati diselesaikani dani diputusi olehi BPSKi Kotai Pekanbaru,i karenai itui BPSKi Kotai Pekanbarui telahi melampauii kewenangannyai dani tidaki berwenangi mengadilii perkarai tersebut,i makai putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui tidaki dapati dipertahankani lagii dani harusi dibatalkan,i selanjutnyai Majelisi Hakimi akani mengadilii sendirii dengani amari putusani dibawahi inii :
a. Bahwai olehi karenai keberatani PTi PLNi tentangi kewenangani untuki mengadilii perkarai tersebuti diterima,i makai keberatan-keberatani laini darii PTi PLNi tidaki perlui dipertimbangkani lagi;
b. Bahwai olehi karaenai keberatani PTi PLNi diterima,i makai PTi Indosati harusi dihukumi untuki membayari biayai perkara;
c. Menuruti Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumen,i Peraturani Mahkamahi Agungi RIi Nomori 1i Tahuni 2006i dani peraturani perundang-undangani laini yangi bersangkutan.
Majelisi mempelajarii dani menelitii permohonani pemohoni keberatani atasi Putusani BPSKi Kotai Pekanbarui berdasarkani Surat-surati buktii Pemohoni Keberatani ternyatai berupai tindakani Pemohoni Keberatani melakukani Pemutusani dani Pembongkarani Rampungi KWHi Meteri Termohoni Keberatani olehi karenai tidaki melaluii proseduri adminstrasii pemasangani lampui penerangani jalani umumi (PJU)i kecualii kwalitasi produki jasai yangi dikeluarkani olehi PLNi (Pemohoni Keberatan)i yangi merugikani konsumen,i makai sengketai inii tidaki termasuki sengketai antarai pelakui usahai dengani konsumeni yangi menuntuti gantii rugii atasi kerusakan,i pencemarani dan/ataui kerugiani akibati mengkonsumsii barangi dan/ataui memanfaatkani jasa.i Berdasarkani uraiani pertimbangani tersebuti Majelisi Hakimi berpendapati bahwai alasani keberatani Pemohoni cukupi beralasani hukumi dani dapati dibenarkan,i bahwai sesungguhnyai perkarai tersebuti bukani sengketai konsumeni yangi dapati diselesaikani dani diputusi olehi BPSKi Kotai Pekanbaru,i olehi karenanyai BPSKi Kotai Pekanbarui telahi melampauii kewenangannya.
i Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui tidaki berwenangi mengadilii perkarai tersebut,i makai putusani Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui tersebuti tidaki dapati dipertahankani lagii dani harusi dibatalkan,i dani selanjutnyai Majelisi Hakimi akani mengadilii sendirii.i keberatani Pemohoni tentangi kewenangani untuki mengadilii perkarai aquoi diterima,i makai keberatan-keberatani laini darii Pemohoni tidaki perlui dipertimbangkani lagi.i Menimbang,i bahwai olehi karenai keberatani Pemohoni diterima,i makai Termohoni harusi dihukumi untuki membayari biayai perkara.i Memperhatikani Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 1999i tentangi Perlindungani Konsumen,i Peraturani Mahkamahi Agungi RIi Nomori 1i Tahuni 2006i dani peraturani perundang-undangani laini yangi bersangkutan.
Dalami kasusi inii Hakimi memutuskani dani menyatakani bahwai Badani Penyelesaiani Sengketai Konsumeni Kotai Pekanbarui tidaki berwenangi mengadilii perkarai ini,i Menyatakani gugatani Termohoni tidaki dapati diterima,i Menghukumi Termohoni untuki membayari biayai perkarai yangi sampaii harii inii ditetapkani sejumlahi Rp.i 351.000,00i (Tigai Ratusi Limai Puluhi Satui Riibui Rupiah)i 
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BAB 4
PENUTUP
4.1 Simpulan
	Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bentuk perlindungan hukum internal yaitu PT. PLN meminta gati rugi atas KWH Meter yang selama ini digunakan oleh PT. Indosat , sedangkan perlindungan hukum eksternal sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UU No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang menyatakan “Konsumen BertanggungJawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”.
2. Tanggung Jawab PT. Indosat atas kerugian yang dialami PT. PLN terkait dengan pemakaian tenaga listrik yang dengan alasan digunakan untuk kepebtingan masyarakat. Maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. Pbr. Menyatakan PT. Indosat harus membayarkan semua kerugian yang dialami oleh PT. PLN sebesar Rp.97.121.429 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan perhitungan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
3. Ratio decidendi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor  72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. Pbr Majelis telah menolak Putusan BPSK karena telah melampaui batas kewenangannya. Adapun pertimbangan Majelis secara nyata Putusan BPSK terlihat dipaksakan karena tidak memperlihatkan adanya unsur keadilan didalam putusan.
4.2 Saran
1. Seyogyanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutuskan suatu sengketa konsumen terlebih dahulu diharapkan lebih teliti dalam menganalisa semua kasus dan membuat keputusan yang adil dan seimbang.
2. Seyogyanya untuk Pemasangan Penerangan Jalan Umum disesuaikan dengan norma dan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 
3. Seyogyanya perkara a quo bukan merupakan sengketa konsumen yang dapat diputus dan diselesaikan oleh BPSK.
.
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